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ABSTRAK  

Kata Kunci: Izin; KPI; Penyiaran; Televisi  

 

 

Penelitian ini merespon terkait regulasi mekanisme penyiaran pertelevisian di negara 

Indonesia, khususnya terkait UU No. 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja. Undang-Undang ini 

dinilai berpotensi menimbulkan konglomerasi dan dominasi media penyiaran khususnya dalam 

hal izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan menemukan konsep regulasi izin penyiaran yang berkeadilan melalui 

reformulasi Undang-Undang yang ada.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, masyarakat tidak dibutuhkan proses izin 

penyelenggaraan penyiaran di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 

dan mengantarkan kekuasaan perizinan penyiaran berada pada taraf elit sampai ke Liberal 

dengan pemerintah sebagai regulator tunggal. Kedua, dalam proses izin penyiaran, UU No. 6 

tahun 2023 Tentang Cipta Kerja gagal merepresentasikan keadilan bagi masyarakat dan 

mengasingkan masyarakat. Ketiga, UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengantarkan 

pada adanya dominasi pemerintah dalam perizinan penyiaran dan konsentrasi kepemilikan 

media. Maka reformulasi perizinan diperlukan dengan langkah menghadirkan kembali partisipasi 

publik di dalam proses perizinan, serta UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran tidak lagi 

relevan untuk mengatur penyiaran dengan perkembangan teknologi.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang 

memfokuskan pada pendekatan Undang-Undang dengan cara menelaah peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan Penyiaran. Selanjutnya digunakan pendekatan komparatif 

untuk membandingkan regulasi penyiaran yang pernah berlaku yang pernah berjalan dan sedang 

berjalan hingga saat ini di Indonesia. Adapun pendekatan studi kasus untuk melihat penerapan 

regulasi perizinan kepada lembaga penyiaran di Indonesia dan keterlibatan Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) dan pemerintah dan putusan Mahkamah Konstitusi.  
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ABSTRACT  

 

The research addresses the regulation of television broadcasting mechanisms in 

Indonesia, particularly reate  to Law No. 6 of 2023 on job creation. The law is believed to have 

the potential to lead to the consolidation and dominance of broadcasting media, particularly in 

relation to broadcasting licenses. On that basis, The research aims to analyze and find the 

concept of fair broadcasting regulation permit through reformulation of the existing law. 

The research uses a normative juridical research method, which focuses on a legal 

approach by reviewing broadcast-related laws and regulations. Furthermore, the research 

employs  a comparative approach to juxtapose the past and present broadcasting regulations in 

Indonesia. The case study approach examines  the application of licensing regulations to 

Indonesian broadcasting institutions, the involvement of the Indonesian Broadcasting 

Commission (KPI) and the government, and the Constitutional Court's decision. 

 The result of the research shows that, first, the public is not included  in the broadcasting 

license process under Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and the power of broadcasting license 

is at the elite to the Liberal level, with the government as the sole regulator. Secondl, the 

broadcasting license process under Law No. 6 of 2023 on Job Creation fails to represent justice 

for the people and instead alienates them. Third, Law No. 6 of 2023 on Job Creation leads to 

government domination in broadcasting licensing and concentration of media ownership. 

Therefore, the paper suggests need to reformulate licensing by reintroducing public participation 

in the licensing process, as Law No. 32 of 2002 on Broadcasting no longer holds relevance in 

regulating broadcasting in light of technological advancements. 

 Keywords: License; KPI; Broadcasting; Television 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam 30 tahun perjalanan regulasi penyiaran di Indonesia, kebijakan beradaptasi 

dengan situasi politik. Berdasarkan Undang-Undang Penyiaran 2002, terbentuklah KPI 

(Komisi Penyiaran Indonesia) untuk mengatur penyiaran, mirip dengan lembaga di 

negara tetangga seperti MCMC di Malaysia dan IMDA di Singapura. Ketiga lembaga ini 

berfungsi memberikan masukan kepada pemerintah terkait pelanggaran undang-undang 

penyiaran, mengembangkan konten berkualitas, dan memanfaatkan peluang digital. 

Namun, mereka juga menghadapi tantangan kebebasan pers yang tertekan oleh intervensi 

dan sensor dari pemerintah akan media.
1
 

Industri penyiaran berperan besar dalam membentuk budaya dan perilaku serta 

berkehidupan masyarakat.
2
  Sayangnya, regulasi yang ada lebih mengutamakan 

kepentingan pasar daripada memberi akses informasi yang sesuai dengan nilai Pancasila. 

Bahkan regulasi yang ada lebih mendahulukan kepentingan pasar ketimbang kepentingan 

publik.
3
 Pasca pengesahan Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, 

terdapat kemajuan signifikan dalam dunia penyiaran Indonesia. Undang-undang ini 

menggantikan Undang-Undang No. 24 tahun 1997 dan mengatur jenis penyiaran sebagai 

subsistem Sistem Penyiaran Nasional, termasuk radio dan televisi. Undang-undang ini 

juga mengamanatkan pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk 

menyelenggarakan pengawasan dan mewakili kepentingan masyarakat. KPI berperan 

penting dalam mengawasi pelaksanaan peraturan, pedoman perilaku, dan meningkatkan 

kualitas SDM di bidang penyiaran. 

                                                           
1
 Fajar Shodiq Ramadlan and Romela Masykuri, ―Kemunduran Demokrasi Dan Kebebasan Pers Di Asia 

Tenggara: Refleksi Dari Enam Negara Democratic Decline and Freedom of the Press in Southeast Asia: A 

Reflection From Six Countries,‖ Jurnal Penelitian Politik 18, no. 2 (2021), https://ejournal.politik.lipi.go.id/. 
2
 Winda Kustiawan et al., ―Etika Dalam Penyiaran Dan Aturannya,‖ Kendali Dan Listrik 3, no. 2 (2022): 

30–40. 
3
 Salim Alatas Vinna Waty Sutanto, ―MENYOAL REGULASI PENYIARAN DIGITAL (Studi Terhadap 

Kepentingan Publik Dalam Regulasi Televisi Digital Di Indonesia),‖ Jurnal Ilmu Komunikasi 3, no. 2 (2015): 237–

49. 
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Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia benar-benar mempunyai posisi yang 

amat strategis. Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai kewenangan memberikan 

masukan rekomendasi kepada pemerintah terkait kelayakan penyelenggaraan Penyiaran 

yang sebelumnya menjadi hak monopoli Pemerintah. Hal ini tercantum jelas pada pasal 

56 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa pemerintah dalam melakukan pembinaan dan 

pengendalian penyiaran pemerintah mempunyai hak untuk menerbitkan, memperpanjang, 

menangguhkan dan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran. 

Perbandingan regulasi perizinan terhadap penyelenggaraan penyiaran Lembaga 

penyiaran dapat dilihat dalam tiga peraturan perundang undangan mulai dari Undang-

Undang No.24 Tahun 1997 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No.32 tahun 2002 

Tentang Penyiaran dan juga UU No.6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Adapun regulasi 

perizinan dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 1. 1. Perbandingan Perizinan Penyiaran Dalam Berbagai Undang-Undang Di Indonesia 

UU No.24 Tahun 

1997 Tentang 

Penyiaran 

UU No.32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran 

UU No.6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

Pasal 17  

 

(1) Lembaga 

penyiaran swasta 

wajib terlebih 

dahulu 

memperoleh izin 

penyelenggaraan 

penyiaran dari 

pemerintah 

 

(2) Izin 

penyelenggaraan 

penyiaran radio 

diberikan untuk 

jangka waktu 5 

(lima ) tahun dan 

izin 

penyelenggaraan 

penyiaran televisi 

Pasal 33 

(1) Sebelum menyelenggarakan 

kegiatannya lembaga 

penyiaran wajib 

memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran. 

(2) Pemohon izin wajib 

mencantumkan nama, visi, 

misi, dan format siaran 

yang akan diselenggarakan 

serta memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini. 

(3) Pemberian izin 

penyelenggaraan penyiaran 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berdasarkan 

minat, kepentingan dan 

kenyamanan publik. 

(4) Izin dan perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran 

Perubahan pasal 33  

(1) Penyelenggaraan 

Penyiaran dapat 

diselenggarakan 

setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah 

Pusat. 

(2) Lembaga Penyiaran 

wajib membayar 

biaya Perizinan 

Berusaha 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

( 1 ) berdasarkan 

zona I daerah 

penyelenggaraan 

Penyiaran yang 

ditetapkan dengan 

parameter tingkat 

ekonomi setiap 
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UU No.24 Tahun 

1997 Tentang 

Penyiaran 

UU No.32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran 

UU No.6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

diberikan untuk 

jangka waktu 10 

(sepuluh ) tahun 

dan dapat 

diperpanjang 

(3) Pemberian izin 

penyelenggaraan 

penyiaran 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

ayat (1) dan ayat 

(2) berdasarkan 

wilayah 

jangkauan siaran, 

dan khusus bagi 

penyiaran radio 

selaian wilayah 

jangkauan siaran 

juga 

memperhatikan 

format stasiun 

(4) Lembaga 

Penyiaran Swasta 

wajib membayar 

izin 

penyelenggaraan 

penyiaran dan 

kontribusi 

kepada 

pemerintah, 

khusus Lembaga 

Penyiaran Swasta 

radio tidak wajib 

membayar 

kontribusi 

(5) Izin 

penyelenggaraan 

penyiaran 

dilarang 

dipindahtanganka

n 

(6) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

diberikan oleh negara 

setelah memperoleh: 

a. masukan dan hasil 

evaluasi dengar 

pendapat antara 

pemohon dan KPI; 

b. rekomendasi kelayakan 

penyelenggaraan 

penyiaran dari KPI; 

c. hasil kesepakatan 

dalam forum rapat 

bersama yang diadakan 

khusus untuk perizinan 

antara KPI dan 

Pemerintah; dan 

d. izin alokasi dan 

penggunaan spektrum 

frekuensi radio oleh 

Pemerintah atas usul 

KPI. 

(5) Atas dasar hasil 

kesepakatan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) 

huruf c, secara administratif 

izin penyelenggaraan 

penyiaran diberikan oleh 

Negara melalui KPI. 

(6) Izin penyelenggaraan dan 

perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran 

wajib diterbitkan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari 

kerja setelah ada 

kesepakatan dari forum 

rapat bersama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) 

huruf c. 

(7) Lembaga penyiaran wajib 

membayar izin 

penyelenggaraan penyiaran 

melalui kas negara. 

(8) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara dan 

zona daerah. 

(3) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha 

sebagaimana 

dimaksud pada ayat 

(1) diatur dalam 

Peraturan 

Pemerintah dengan 

cakupan wilayah 

siaran 

penyelenggaraan 

Penyiaran dapat 

meliputi seluruh 

Indonesia. 

Pasal 34 UU N0.32 

Tahun 2002 Tentang 

penyiaran dihapus 
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UU No.24 Tahun 

1997 Tentang 

Penyiaran 

UU No.32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran 

UU No.6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

syarat dan tata 

cara memperoleh 

izin 

penyelenggaraan 

penyiaran, 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

ayat (1), syarat 

dan tata cara 

Perpanjangan 

Izin 

penyelenggaraan 

penyiaran 

sebagaimana 

dimaksud ayat 

(2) serta biaya 

izin dan 

kontribusi 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

ayat (4) diatur 

dengan peraturan 

Pemerintah 

 

Pasal 18 

(1) Izin 

Penyelenggaraan 

penyiaran, 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

pasal (17) ayat 

(1), Termasuk 

penggunaan 

frekuensi, sarana 

pemancaran, dan 

sarana transmisi 

dikeluarkan oleh 

Menteri setelah 

berkoordinasi 

dengan instansi 

terkait 

persyaratan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran 

disusun oleh KPI bersama 

Pemerintah. 

Pasal 34 

(1) Izin penyelenggaraan 

penyiaran diberikan sebagai 

berikut: 

a. izin penyelenggaraan 

penyiaran radio 

diberikan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun; 

b. izin penyelenggaraan 

penyiaran televisi 

diberikan untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) 

tahun 

(2) Izin sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf a dan 

huruf b masing-masing 

dapat diperpanjang 

(3) Sebelum memperoleh izin 

tetap penyelenggaraan 

penyiaran, lembaga 

penyiaran radio wajib 

melalui masa uji coba 

siaran paling lama 6 (enam) 

bulan dan untuk lembaga 

penyiaran televisi wajib 

melalui masa uji coba 

siaran paling lama 1 (satu) 

tahun 

(4) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dilarang 

dipindahtangankan kepada 

pihak lain 

 

(5) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dicabut karena 

a. tidak lulus masa uji 

coba siaran yang telah 

ditetapkan 



 
 

5 
 

UU No.24 Tahun 

1997 Tentang 

Penyiaran 

UU No.32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran 

UU No.6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja 

(2) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

koordinasi 

sebagaimana 

dimaksud dalam 

ayat (1), diatur 

dengan peraturan 

Pemerintah 

 

b. melanggar penggunaan 

spektrum frekuensi 

radio dan/atau wilayah 

jangkauan siaran yang 

ditetapkan 

c. tidak melakukan 

kegiatan siaran lebih 

dari 3 (tiga) bulan 

tanpa pemberitahuan 

kepada KPI 

d. dipindahtangankan 

kepada pihak lain; 

e. melanggar ketentuan 

rencana dasar teknik 

penyiaran dan 

persyaratan teknis 

perangkat penyiaran; 

atau 

f. melanggar ketentuan 

mengenai standar 

program siaran setelah 

adanya putusan 

pengadilan yang 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap 

(6) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dinyatakan 

berakhir karena habis masa 

izin dan tidak diperpanjang 

kembali 

 Dari tabel diatas dipahami bawah secara Normatif setiap lembaga penyiaran 

wajib terlebih dahulu mendapatkan atau memiliki izin penyelenggaraan penyiaran 

sebelum melaksanakan kegiatannya. Tiga perundang-undangan di atas mempunyai 

karakteristik masing-masing dalam proses mengeluarkan izin. Secara umum telah terjadi 

perubahan terkait pemegang kendali penerbitan izin penyelenggaraan lembaga penyiaran, 

dalam undang No.24 tahun 1997 regulatornya murni ada di tangan pemerintah sedangkan 

dalam UU No 32 Tahun 2002 terdapat dua regulator yakni pemerintah dan KPI yang 

posisinya relatif seimbang dan ini merupakan kemajuan dari perundang-undangan 



 
 

6 
 

sebelumnya walaupun masih kurang sempurna karena idealnya pemerintah tidak lagi 

menjadi regulator.  

Pasca pengesahan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pemerintah 

berfungsi sebagai regulator tunggal, mengurangi peran KPI dalam perizinan. UU ini 

mengubah terminologi izin dari penyelenggaraan menjadi izin usaha, menjadikan 

penyiaran lebih sebagai entitas bisnis. Selain itu, UU ini memperkuat monopoli penyiaran 

dengan izin berskala nasional, bukan lagi lokal. 

Lembaga penyiaran di Indonesia dibagi menjadi empat kategori: lembaga 

penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan, yang diatur oleh peraturan 

pemerintah.
4
 PP No. 11, 50, 51, dan 52 tahun 2005 mengatur masing-masing lembaga 

tersebut. Untuk menjalankan tugas dan fungsi, lembaga penyiaran wajib mematuhi 

perundang-undangan, yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
5
 KPI 

memiliki kewenangan untuk menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan, 

serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Lembaga penyiaran berperan sebagai 

penunjuk jalan bagi pemirsanya dan sebagai mitra komunikasi yang mendukung 

kecerdasan bangsa.
6
 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur 

penyelenggaraan penyiaran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan asas Manfaat, 

adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, 

kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Dasar dari fungsi informasi melalui 

penyiaran yang sehat, berkeadilan dan bermartabat diatur dalam Undang-Undang No. 32 

Tentang Penyiaran dengan meletakan 2 (dua) arah utama yaitu Pertama, Keberagaman isi 

(diversity of content) pengelolaan pelayanan informasi melalui penyiaran bagi 

masyarakat/publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Kedua, 

Keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) Keberagaman kepemilikan (diversity 

of ownership) merupakan jaminan dimana kepemilikan media massa di Indonesia tidak 

terpusat dan dimonopoli segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip keberagaman 

                                                           
4
 Titih Nurhaipah and Atef Fahrudin, ―Problematika Lembaga Penyiaran Televisi Di Indonesia,‖ Jurnal 

Ilmu Komunikasi Andalan 2, no. 2 (2019): 44–57, https://jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/view/1430. 
5
 Edi Pranoto, ―Peran KPI Dalam Menjaga Keberagaman,‖ MAGISTRA Law Review 1, no. 01 (2020): 76, 

https://doi.org/10.35973/malrev.v1i01.1571. 
6
 Komisi Penyiaran Indonesia, Kedaulatan Frekuensi Regulasi Penyiaran, Peran KPI, Dan Konvergensi 

Media (Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, 2013), hlm. 29. 
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kepemilikan juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media 

penyiaran. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan undang-undang ini masih belum 

optimal. Keberagaman isi dan kepemilikan sulit direalisasikan karena kurangnya sanksi 

serta banyaknya celah hukum yang memungkinkan pelanggaran. 

Pembahasan mengenai regulasi izin penyelenggaraan penyiaran menarik karena 

mengalami perubahan signifikan dari masa pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini. 

Sebelum Undang-Undang No. 32 tahun 2002, wewenang izin sepenuhnya di tangan 

pemerintah. Dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1997, BP3N berperan dalam 

merekomendasikan izin. Setelah Undang-Undang No. 32, peran KPI dalam pengawasan 

dan partisipasi semakin kuat karena dihasilkan berdasar   dari keputusan KPI bersama 

pemerintah.  

Pasca disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, 

Pemerhati penyiaran menyatakan bahwa apa yang ada dalam Undang-Undang Cipta 

Kerja merupakan kemunduran bagi independensi lembaga penyiaran Indonesia terutama 

dalam persoalan pemberian izin, Undang-Undang Cipta Kerja juga dikatakan telah 

mengebiri  fungsi KPI sebagai lembaga yang diberi otoritas mengawal lembaga 

penyiaran menjadi semakin tidak mempunyai fungsi strategis terutama pada ranah 

pemberian izin dan juga sanksi bagi lembaga penyiaran. Undang-Undang cipta kerja 

kembali menempatkan pemerintah menjadi regulator tunggal dan posisi Komisi 

Penyiaran tidak memiliki kewenangan seperti sebelumnya, karena dalam Undang Undang 

Cipta Kerja tidak ada lagi hak untuk mereview atas perizinan siaran. Pelaku penyiaran 

yang mengajukan izin berdiri atau perpanjangan cukup memberikan pernyataan sanggup 

mengikuti P3SPS. Selanjutnya terminologi izin juga mengalami perubahan dari awalnya 

izin penyelenggaraan menjadi izin usaha. Hal ini juga semakin memposisikan penyiaran 

sebagai entitas bisnis dan melihat publik sebagai konsumen bukan sebagai entitas sosial 

yang berperan strategis dalam melakukan pemberdayaan publik.
7
  

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi memperkuat sentralisasi dan 

monopoli dalam bisnis, yang menghambat pendirian televisi lokal. Undang-Undang No 6 

Tahun 2023 mengubah pasal 33 dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang 

                                                           
7
 Masduki, ―Lembaga Penyiaran Pasca UU Cipta Kerja — Communication on Media,‖ Kedaulatan Rakyat, 

2020. 
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Penyiaran, yang sebelumnya melibatkan masukan dan evaluasi dari KPI sebelum 

mendapatkan izin. Namun, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus peran KPI, dan 

penyiaran kini hanya memerlukan izin dari Pemerintah Pusat, tanpa ketegasan mengenai 

lamanya izin. Selain itu, pelanggaran administrasi dalam perizinan yang dulunya 

dianggap pidana kini berubah menjadi pelanggaran perdata. 

Berdasar pemaparan di atas, menurut penulis sangatlah urgen untuk dilakukan 

suatu kajian mendalam terkait regulasi izin lembaga penyiaran di Indonesia dengan 

prinsip berkeadilan. Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran 

sekaligus masukan dalam upaya rekonstruksi regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di 

Indonesia agar benar-benar memegang teguh nilai-nilai keadilan yang memihak pada 

rakyat.  

B. Rumusan Masalah 

1. Apa filosofi dasar perubahan regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia 

dari desentralisasi ke sentralisasi pasca disahkan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja? 

2. Mengapa diperlukan reformulasi izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia 

dibutuhkan pasca Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja? 

3. Bagaimana desain reformulasi regulasi izin penyelenggaraan penyiaran berbasis 

keadilan  di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan izin penyelenggaraan 

penyiaran di Indonesia pasca disahkannya Undang-Undang No.6 Tahun 2023 

Tentang Cipta Kerja. 

2. Untuk menemukan mengapa diperlukan reformulasi izin penyelenggaraan 

penyiaran di Indonesia pasca Undang-Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja 

3. Untuk menemukan desain reformulasi regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di 

Indonesia berbasis keadilan 

D. Manfaat Penelitian  

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk 

mengembangkan prinsip keadilan dalam merumuskan regulasi izin lembaga 
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penyiaran di Indonesia sehingga pada akhirnya nanti dapat mewujudkan serta 

terealisasikannya nilai-nilai keadilan dalam pemberian izin penyelenggaraan 

lembaga penyiaran di Indonesia. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan bagi pihak berwenang di setiap jenjangnya dalam membuat 

keputusan/ kebijakan khususnya dalam melahirkan regulasi izin penyelenggaraan 

penyiaran. Baik bagi Kementerian Kominfo, Komisi Penyiaran Indonesia serta bagi 

DPR dalam rangka penyusunan revisi Undang-Undang penyiaran. Manfaat Praktis 

lainnya dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk 

memperluas wawasan terkait perjalanan regulasi izin di Indonesia. 

3. Secara akademis diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi upaya 

pengembangan hukum terkait regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia 

agar selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan serta memihak pada masyarakat.   

E. Orisinalitas penelitian  

Berdasarkan penelusuran dan investigasi kepustakaan yang telah dilakukan baik 

terhadap hasil penelitian yang sudah ada, peneliti berkeinginan untuk melakukan kajian 

mendalam dan meneruskan serta melengkapi kajian-kajian sebelumnya dalam bidang 

penyiaran.     

Buku-buku ataupun jurnal hukum yang membahas tentang penyiaran belum 

menyentuh regulasi perizinan penyelenggaraan penyiaran pasca disahkannya UU No. 6 

Tahun 2023 Tentang Cipta kerja. Satu sisi hal tersebut menjadi kendala tersendiri dalam 

mencari referensi lembaga penyiaran dengan melakukan pendekatan hukum hal tersebut 

juga menjadi tantangan, diantar penelitian disertasi yang sudah pernah ada adalah hak 

menguasai negara dalam Spektrum frekuensi radio untuk penyiaran. Yang dilakukan 

oleh: 

Dr.Sapardiyono.MH Disertasi yang berjudul Hak Menguasai Negara dalam 

Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyiaran. Penelitian Disertasi ini menganalisa 

implementasi penjabaran hak menguasai negara dalam berbagai peraturan perundang 

undangan yang berkaitan dengan Spektrum frekuensi radio untuk penyiaran. Sapardiono 

juga menganalisa implementasi hak menguasai negara terhadap spektrum frekuensi 

apakah sudah sesuai dengan tujuan untuk sepenuhnya diperuntukkan untuk kemakmuran 



 
 

10 
 

rakyat. Selanjutnya penelitian ini juga merekomendasikan penyusunan konsep hukum 

terkait hak menguasai negara terhadap perkembangan teknologi penyiaran digital di 

Indonesia.  

Dr. Redi Panuju, MSI
8
 terkait Sistem Penyiaran di Indonesia, Kajian 

Strukturalisme Fungsional, buku ini membahas terkait dengan persoalan-persoalan 

penyiaran terutama terkait dengan persoalan eksistensi penyiaran yang belum 

menunjukan jalan keluar, buku ini juga mengulas bagaimana aturan yang telah diatur 

sedemikian rupa dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 terkait pembagian fungsi dan 

demokratisasi serta adanya kanal pembeda lembaga penyiaran, Lembaga penyiaran 

Komunitas, Lembaga Penyiaran Swasta, lembaga Penyiaran Publik serta lembaga 

penyiaran Berlangganan.  Lebih jauh lagi buku ini juga mengulas bagaimana kegagalan 

regulasi seperti apa yang dicita-citakan Undang-Undang No. 32 tahun 2002 terutama 

menyangkut pemerataan dalam penyelenggaraan penyiaran ada kecenderungan penyiaran 

hanya dikuasai oleh segelintir kelompok saja dalam hal ini pemilik modal penyiaran yang 

sangat lekat dengan partai Politik.  

Dr. Rahayu, Disertasi: Politik Implementasi Kebijakan penyiaran Televisi di 

Indonesia Pasca Reformasi (2002-2017) Dominasi dan Intervensi Kapital, Penelitian 

Disertasi ini mengulas kebijakan dan praktik penyiaran di Indonesia, penelitian yang 

menganalisis kebijakan dan praktik penyiaran dengan prinsip-prinsip lokalisme. 

Penelitian ini melihat pentingnya pengembangan penyiaran daerah karena itu sebagian 

dari semangat reformasi untuk mewujudkan terciptanya tatanan informasi nasional yang 

adil, merata dan seimbang yang merupakan bagian dari upaya untuk menjaga 

kemajemukan masyarakat Indonesia serta tetap terlaksananya otonomi daerah. 

Penelitian ini melihat regulasi penyiaran lokal di tiga wilayah, Yogyakarta, 

Denpasar dan juga Makasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dan 

praktik penyiaran televisi di tiga daerah tersebut masih diwarnai dengan ambiguitas dan 

belum mencerminkan apa yang terkandung dalam Undang-Undang penyiaran.  

Tahun 2010 dalam bukunya, Danriyanto Budhiarto mengenai hukum 

telekomunikasi penyiaran. Diungkapkanlah bahwa perkembangan teknologi komunikasi 

tidak lepas dari perkembangan isu HAM. Maka dari itu perkembangan teknologi 

                                                           
8
 Redi Panuju, Sistem Penyiaran Indonesia (Jakarta: Kencana, 2017). 



 
 

11 
 

komunikasi harus diatur kebermanfaatannya dalam regulasi hukum termasuk dalam hal 

konvergensinya. Lebih lanjut Noneng Sumiaty (2012) dalam penelitiannya bahwa perlu 

adanya regulasi terkait penyiaran, hal ini diperlukan mengingat di era konvergensi media 

yang sebelumnya terpisah berubah terintegrasi menjadi satu. Berkenaan dengan regulasi 

hukum dalam pemanfaatan perkembangan Teknologi informasi Feibe A. Kasengkang 

(2017) kemudian memperjelas peran dan wewenang KPI dalam menetapkan standar isi 

siaran dan konvergensi.  

Nurul Adji Dwi Wulandari (mengungkapkan bahwa upaya untuk mewujudkan 

TVRI sebagai sebuah stasiun penyiaran publik yang independen, netral dan tidak 

komersial masih jauh dari realita. Untuk menjawab hal tersebut Roso Prajoko (2020) 

menyampaikan bahwa untuk membangun penyiaran yang berdaulat adalah dengan 

memperkuat tugas pengawas lembaga penyiaran (KPI) dan memberikan sanksi secara 

tegas bagi pelanggar integritas nasional.  

Roso Prajoko (2020) Mengungkapkan  bahwa Media penyiaran yang ada di 

tengah masyarakat mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta kajian 

terkait perlunya lembaga pengawas yang independen dan tegas dalam melakukan 

pengawasan dalam mengawasi media penyiaran hal ini diperlukan jangan sampai media 

penyiaran justru merusak budaya nasional. 

Harmonis (2013) Pembangunan UndangUndang Penyiaran Di Indonesia 

melakukan telaah terait proses pembentukan hukum penyiaran di Indonesia 

Pembangunan Undang-undang penyiaran merupakan bahagian dari pembangunan yang 

dilakukan oleh sesebuah negara di dunia disamping itu penelitian ini juga mengulas 

empat alasan mengapa penyiaran perlu diatur dalam baju hukum, yaitu: Pertama, 

penyiaran dipahami sebagai bahagian integral dari pembangunan nasional sekaligus 

pengamalan Pancasila dan upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kedua, 

penyiaran melalui media komunikasi masa elektronik memiliki kemampuan serta 

pengaruh yang besar dalam membentuk pendapat, sikap dan prilaku manusia. Ketiga, 

penyiaran diyakini memiliki peran penting dalam meningkatkan kecerdasan, dan 

Keempat, agar memberi manfaat yang sebesar besarnya bagi pembangunan manusia. 

Iwan Fahmi ( 2023 )  Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Kekaburan Norma 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,      Penelitian ini membahas 
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eksistensi UU No 32 Terutama terkait dengan wewenang  KPI yang dilemahkan, peneliti 

menyebutkan Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk 

menjalankan isi dari amanah UU TP ini memperoleh banyak tekanan dan pelemahan 

wewenang dari berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah sendiri, 

lembaga penyiaran dan ketidak jelasan aturan main yang ada dalam Undang-Undang 

tersebut. Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan 

isi dari amanah UU TP ini memperoleh banyak tekanan dan pelemahan wewenang dari 

berbagai macam pemangku kepentingan dari mulai pemerintah sendiri, lembaga 

penyiaran dan ketidak jelasan aturan main yang ada dalam Undang-Undang tersebut.        

Denico (2013), Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  melakukan telaah tentang Penelitian ini membahas terkait polemik 

lahirnya UU serta perlunya revisi terhadap UU salah satunya terkait kedudukan dan 

kewenangan KPI dan Pemerintah, menurut peneliti UU Penyiaran merupakan landasan 

hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator dibidang penyiaran dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan dalam UU Penyiaran tidak lagi 

dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia. Pengaturan dalam UU 

Penyiaran masih dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan dalam UU 

Penyiaran terkait dengan upaya pelemahan KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak 

terlaksana, lemahnya status kelembagaan LPP, lemahnya pengaturan tentang LPK, dan 

belum terlaksananya pembatasan kepemilikan LPS.  

Rudy Iskandar Ichlas (2020 ) Rekonstruksi Kebijakan Independensi Pemberitaan 

Media Televisi Terhadap pemilu Presiden 2019 Dalam Pranata Hukum Publik Berbasis 

Keadilan, Penelitian ini membahas tentang peran televisi sebagai sarana sosialisasi 

pemilu tahun 2019. Hasilnya menunjukkan media televisi belum lepas dari unsur ketidak 

berpihakan peneliti juga berkesimpulan Rekonstruksi undang-udang pers secara 

keseluruhan seharusnya tidak lagi melalui penelitian biasa, agar akurasinya lebih dapat 

dipertanggungjawabkan penelitian dilakukan dengan menyusun naskah akademik 

undang-undang pers yang baru. 

Suko Widodo ( 2017 ) Kolonisasi Ruang Publik dalam Penyiaran Publik di 

Indonesia, Studi Kasus Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur (TVRI Jatim dan ATV Batu) 

penelitian disertasi ini menelaah Penelitian ini didasari oleh masifnya dunia pertelevisian 
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di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kehidupan saat ini dikontrol oleh 

kapitalisme modern termasuk penyairan akibatnya di saat bersamaan masyarakat 

penonton hanyalah sebatas konsumen, Perhatian utama disertasi ini bertujuan mengetahui 

pemahaman pemangku kepentingan penyiaran publik tentang ruang publik, praktik 

pengelolaan lembaga penyiaran publik dalam menyediakan ruang publik, dan eksistensi 

forum konsultasi lokal sebagai perwakilan publik dalam menjaga ruang publik. 

Ressi Dwiana (2021 )   Kemunduran Radio Komunitas di Indonesia (Studi 

Ekonomi Politik tentang Relasi Kuasa dalam Pengaturan Penyiaran di Indonesia)‖  dalam 

Pengaturan Penyiaran di Indonesia)‖   Penelitian ini berkaitan dengan regulasi radio 

komunitas serta memaparkan upaya para pendukung radio komunitas dalam 

mempertahankan eksistensi penyiaran tersebut di tengah kondisi regulasi yang 

mempersulit penyiaran komunitas. Regulasi, berupa produk hukum dan proses 

implementasinya, diasumsikan sebagai penyebab utama kemunduran radio komunitas. 

UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah regulasi yang mengakui keberadaan penyiaran 

komunitas. 

M. Tazri (2017) Manajemen Penyelenggaraan Uji Publik oleh Komisi Penyiaran 

Indonesia pada Proses Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Tahun 2016 (Studi 

Deskriptif Pada Proses Uji Publik Oleh KPI Terhadap Lembaga Penyiaran Swasta-Induk 

Televisi Berjaringan), Penelitian ini didasari oleh pelaksanaan uji publik yang tidak 

memiliki kejelasan sistem dan mekanisme uji. Hasilnya menunjukkan bahwa aktualisasi 

uji publik di lapangan oleh KPI tidak memiliki SOP yang jelas sehingga uji publik uji 

publik menjadi problematis dan mendatangkan polemik, polemik disebabkan karena 

ketidakjelasan sistem dan mekanisme uji publik. Untuk itu, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana manajemen penyelenggaraan uji publik yang dilakukan 

KPI pada proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tahun 2016. 

Tabel 1. 2. Orisinalitas Penelitian 

No Karya Judul Penelitian Pokok Bahasan  
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No Karya Judul Penelitian Pokok Bahasan  

1 

Dr.Sapardiyono.MH 

Penelitian  

2020 

Hak Menguasai Negara 

dalam Spektrum 

Frekuensi Radio Untuk 

Penyiaran. 

menganalisa 

implementasi penjabaran 

hak menguasai negara 

dalam berbagai peraturan 

perundang undangan 

yang berkaitan dengan 

Spektrum frekuensi radio 

untuk penyiaran. rakyat. 

2 

Dr. Redi Panuju, MSI 

Penelitian 

 

Sistem Penyiaran  

di Indonesia, Kajian 

Strukturalisme 

Fungsional 

membahas terkait 

dengan persoalan-

persoalan penyiaran 

terutama terkait dengan 

persoalan eksistensi 

penyiaran yang belum 

menunjukan jalan keluar,  

3 

Dr.Rahayu 

2017 

Politik Implementasi 

Kebijakan penyiaran 

Televisi di Indonesia 

Pasca Reformasi 

mengulas kebijakan dan 

praktik penyiaran di 

Indonesia, penelitian 

yang menganalisis 

kebijakan dan praktik 

penyiaran dengan 

prinsip-prinsip 

lokalisme.  

4 

DR.Danrivanto 

Budhjanto SH.,LL.M 

in IT Law. 

2010 

Hukum Telekomunikasi 

Penyiaran dan 

Teknologi Informasi 

Membahas 3 Pokok 

bahasan, 

Telekomunikasi, 

Penyiaran dan Teknologi 

Informasi 

5 

Feibe A. Kasengkang 

2017 

Kewenangan komisi 

penyiaran indonesia 

tentang persyaratan 

program isi siaran 

menurut undang-undang 

nomor 32 tahun 2002 

Membahas bagaimana 

kewenangan Komisi 

Penyiaran Indonesia 

dalam menetapkan 

standar program isi 

siaran menurut UU 

Penyiaran dan apa sanksi 

terhadap lembaga 

penyiaran yang 

melanggar peraturan 

dalam UU Penyiaran 

6 

Noneng Sumiaty 

2012 

Konstruksi regulasi 

penyiaran di era 

konvergensi 

membahas konstruksi 

regulasi penyiaran 

berdasarkan UU 

Penyiaran Nomor 32 

tahun 2002 dimana pada 

era Konvergensi memuat 
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No Karya Judul Penelitian Pokok Bahasan  

pasal-pasal yang dinilai 

sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK). 

7 

Nurul Adji Dwi 

Wulandari 

2017  

Lembaga penyiaran 

publik Indonesia dalam 

persimpangan idealisme 

vs ekonomi politik 

media 

Membahas terkait 

Eksistensi TVRI sebagai 

lembaga penyiaran 

publik yang makin 

bergeser dan dorongan 

TVRI melakukan 

praktek-praktek 

komersialisasi. 

8 

Roso Prajoko 

2020 

Membangun Media 

Penyiaran Yang 

Berdaulat 

Membahas bagaimana 

Media penyiaran yang 

ada di tengah masyarakat 

mampu memberikan 

dampak positif bagi 

masyarakat serta kajian 

terkait perlunya lembaga 

pengawas yang 

independen dan tegas 

dalam melakukan 

pengawasan 

9 
Harmonis 

2013 

Pembangunan Undang-

Undang Penyiaran Di 

Indonesia 

Menelaah proses 

pembentukan hukum 

penyiaran di Indonesia  

10 

Iwan Fahmi 

2023 

Tinjauan Yuridis 

Normatif Terhadap 

Kekaburan Norma 

Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran 

Penelitian ini membahas 

terkait dengan eksistensi 

UU No 32 Terutama 

terkait dengan 

wewenang  KPI yang 

dilemahkan 

11 

Denico 

2013 

Urgensi Perubahan 

Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran 

Penelitian ini membahas 

terkait polemik lahirnya 

UU serta perlunya revisi 

terhadap UU salah 

satunya terkait 

kedudukan dan 

kewenangan KPI dan 

Pemerintah  

12 

Rudy Iskandar Ichlas 

2020 

Rekonstruksi Kebijakan 

Independensi 

Pemberitaan Media 

Televisi Terhadap 

Penelitian ini membahas 

tentang peran televisi 

sebagai sarana sosialisasi 

pemilu tahun 2019. 
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No Karya Judul Penelitian Pokok Bahasan  

pemilu Presiden 2019 

Dalam Pranata Hukum 

Publik Berbasis 

Keadilan 

Hasilnya menunjukkan 

media televisi belum 

lepas dari unsur 

ketidakberpihakan 

13 

Suko Widodo 

2017 

Kolonisasi Ruang 

Publik dalam Penyiaran 

Publik di Indonesia, 

Studi Kasus Penyiaran 

Publik Lokal Jawa 

Timur (TVRI Jatim dan 

ATV Batu) 

Penelitian ini didasari 

oleh masifnya dunia 

pertelevisian di 

indonesia. Hasil dari 

penelitian menunjukan 

bahwa kehidupan saat ini 

dikontrol oleh 

kapitalisme modern 

termasuk penyairan 

akibatnya di saat 

bersamaan masyarakat 

penonton hanyalah 

sebatas konsumen  

14 

Ressi Dwiana 

2021 

Kemunduran Radio 

Komunitas di Indonesia 

(Studi Ekonomi Politik 

tentang Relasi Kuasa 

dalam Pengaturan 

Penyiaran di 

Indonesia)‖   

Penelitian ini berkaitan 

dengan regulasi radio 

komunitas serta 

memaparkan upaya para 

pendukung radio 

komunitas dalam 

mempertahankan 

eksistensi penyiaran 

tersebut di tengah 

kondisi regulasi yang 

mempersulit penyiaran 

komunitas. Regulasi, 

berupa produk hukum 

dan proses 

implementasinya, 

diasumsikan sebagai 

penyebab utama 

kemunduran radio 

komunitas. UU 

Penyiaran No. 32 Tahun 

2002 adalah regulasi 

yang mengakui 

keberadaan penyiaran 

komunitas. 

 

15 
M. Tazri Manajemen 

Penyelenggaraan Uji 

Publik oleh Komisi 

Penelitian ini didasari 

oleh pelaksanaan uji 

publik yang tidak 
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No Karya Judul Penelitian Pokok Bahasan  

Penyiaran Indonesia 

pada Proses 

Perpanjangan Izin 

Penyelenggaraan 

Penyiaran Tahun 2016 

(Studi Deskriptif Pada 

Proses Uji Publik Oleh 

KPI Terhadap Lembaga 

Penyiaran Swasta-Induk 

Televisi Berjaringan) 

memiliki kejelasan 

sistem dan mekanisme 

uji. Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

aktualisasi uji publik di 

lapangan oleh KPI tidak 

memiliki SOP yang jelas  

 

Dari paparan orisinalitas peneliti yang telah dipaparkan diatas, peneliti menilai 

kajian- kajian tersebut belum ada yang secara spesifik membahas tentang regulasi 

perizianan penyiaran terlebih pasca hadirnya UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja 

yang telah mengubah regulasi perizinan dari sebelumnya desentralisasi kembali menjadi 

sentralisasi, yang ditandai dengan hilangnya partisipasi publik di dalam proses perizinan 

penyiaran. diharapkan hadirnya penelitian ini mampu mengisi ruang kosong untuk 

memetakan sekaligus memberikan masukan terkait regulasi perizinan penyiaran 

berkeadilan yang ditandai dengan menghadirkan kembali partisipasi publik di dalam 

proses perizinan   

F. Kerangka Teori  

1. Teori Kekuasaan/kewenangan 

Kajian tentang kekuasaan merupakan aspek fundamental dalam memahami 

dinamika yang membentuk masyarakat dan sistem politik. Negara merupakan bentuk 

dari organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan untuk melakukan tata tertib 

suatu entitas di daerah tertentu dengan sebuah sistem pemerintahan.
9
 Kekuasaan 

dapat terbentuk secara sah dan konstitusional berdasarkan pemilihan umum yang 

terselenggara. Menurut Max Weber kekuasaan adalah kesadaran masyarakat tentang 

keinginannya sendiri berdasarkan kesempatan yang diberikan oleh orang atau 

kelompok orang dengan tindakan tertentu.
10

 Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah 

                                                           
9
 Mangihut Siregar, ―Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault,‖ JURNAL ILMU SOSIAL 

Dan ILMU POLITIK 1, no. 1 (2021): 1–12, https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560. 
10

 Benno Netelenbos, ―Bringing Back Max Weber into Network Governance Research,‖ Critical Policy 

Studies, 2020, https://doi.org/10.1080/19460171.2018.1523738. 
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pemaksaan kehendak dengan menggunakan tindakan represif untuk mempertahankan 

kekuasaan yang telah ada.
11

  

Kekuasaan ini selalu meliputi setiap lapisan masyarakat, baik dari tingkat 

bawah hingga lapisan masyarakat di tingkat atas. Namun, kekuasaan ini kadang kala 

tidak dapat dinikmati oleh semua orang, maka kemudian timbullah makna bahwa 

kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dalam berkehendak 

yang dijalankan oleh penguasa.
12

 Jadi kekuasaan adalah implikasi yang diperoleh 

dari hasil pengaruh yang dijalankan oleh orang atau kelompok orang secara konsepsi 

kuantitatif.  

Ada beberapa pandangan tentang berdirinya sebuah kekuasaan di suatu 

wilayah atau negara;
13

 (a) legitimate power, perolehan kekuasaan berdasarkan 

pengangkatan yang sah secara Undang-Undang. Misalkan dalam Undang-Undang 

nomor 05 tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di daerah mengenai kepala 

wilayah yang diangkat kecuali kepala wilayah dalam jabatan Bupati dan Gubernur. 

(b) coercive power, kekuasaan yang diperoleh dengan cara kasar/kekerasan yang ini 

semua di luar jalur konstitusional. Hal ini dapat dicontohkan dengan tindakan kudeta 

kekuasaan yang jelas inkonstitusional. (c) expert power, kekuasaan yang didapatkan 

berdasarkan keahlian seseorang. Maksudnya adalah bahwa memang kekuasaan yang 

diperoleh berdasarkan rumusan meritokrasi sehingga yang paling ahli yang akan 

terpilih. Biasanya sistem ini dijalankan di negara-negara demokrasi dengan 

menggunakan merit system. (d) reward power, kekuasaan yang diperoleh 

berdasarkan hadiah atau pemberian. Misalkan seorang raja yang memiliki kekuasaan 

luas yang menghadiahkan sebagian kecil wilayahnya agar dipimpin oleh seseorang 

yang ditunjuknya. (e) reverent power, kekuasaan yang didapatkan berdasarkan daya 

tarik atau rasa hormat seseorang. Hal ini dapat ditandai dengan banyak hal misalkan 

wajah yang rupawan, jalur keturunan, postur tubuh, dan lain sebagainya karena hal-

hal tersebut dapat menarik simpati orang lain. 

Teori kekuasaan mencakup berbagai perspektif yang menjelaskan bagaimana 

                                                           
11

 Abdul Kadir Patta et al., ―Political Inclusiveness Degree of State Civil Apparatus and Bureaucracy on 

Mayor and Deputy Mayor Elections in Palu City 2015,‖ Devotion : Journal of Research and Community Service, 

2023, https://doi.org/10.59188/devotion.v4i6.498. 
12

 Patty Mulder, ―Bureaucratic Theory by Max Weber,‖ ToolsHero, 2017. 
13

 Risvandi Sentra and Alsar Andri, ―Teori Kekuasaan,‖ Jurnal Administrasi Negara 4 (2022): 121. 
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kekuasaan diperoleh, didistribusikan, dan dilaksanakan,
14

 dengan implikasi pada 

berbagai aspek, termasuk regulasi izin usaha penyiaran. Pada dasarnya, kekuasaan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perilaku orang lain 

atau masyarakat,
15

 dalam bentuk otoritas politik, regulasi, kontrol ekonomi, dan 

pengaruh sosial dan hegemoni budaya.
16

Teori ini menyelidiki interaksi faktor-faktor 

yang berkontribusi pada perolehan dan pemeliharaan kekuasaan,
17

 serta menyoroti 

mekanisme dalam struktur sosial. 

Teori kekuasaan secara prinsip ada yang membagi atau memisahkan 

kekuasaan, meskipun tidak secara utuh dipraktikkan oleh para penguasa. Di antara 

pendapat-pendapat itu yakni;
18

 Pertama, terdapat model eka praja, di mana 

kekuasaan dipegang oleh satu badan, cenderung bersifat diktator. Kedua, model dwi 

praja, yang melibatkan dua badan, seperti lembaga administratif dan politik. Ketiga, 

tri praja, di mana kekuasaan dibagi menjadi tiga badan, merujuk pada pemisahan 

lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai dengan pandangan Montesquieu 

dan John Locke. Keempat, catur praja, dengan empat badan yang diusulkan oleh Van 

Vollenhoven. Kelima, panca praja, di mana kekuasaan berada di bawah lima badan, 

yang bisa dijumpai dalam sistem demokrasi, termasuk Indonesia. Masing-masing 

model ini menawarkan pemahaman tentang kompleksitas kekuasaan dalam 

masyarakat. 

Ada beberapa sub-teori yang cukup menonjol dalam kerangka Teori Kekuasaan 

yang lebih luas di antaranya: 

a. Teori Pluralis  

Teori Pluralisme berpendapat bahwa kekuasaan didistribusikan di antara berbagai 

kelompok dan individu dalam masyarakat, tanpa ada satu entitas pun yang 

                                                           
14

 Carlos Antonio Aguirre Rojas, Theory of Power, Theory of Power, 2021, https://doi.org/10.3726/b18279. 
15

 Flor Avelino, ―Theories of Power and Social Change. Power Contestations and Their Implications for 

Research on Social Change and Innovation,‖ Journal of Political Power, 2021, 

https://doi.org/10.1080/2158379X.2021.1875307. 
16

 Petra C. Schmid, ―The Effort Investment Theory of Power,‖ Journal of Applied Social Psychology, 2022, 

https://doi.org/10.1111/jasp.12823. 
17

 Leanne ten Brinke and Dacher Keltner, ―Theories of Power: Perceived Strategies for Gaining and 

Maintaining Power,‖ Journal of Personality and Social Psychology, 2020, https://doi.org/10.1037/pspi0000345. 
18

 Sentra and Andri, ―Teori Kekuasaan.‖ 



 
 

20 
 

memegang kendali absolut.
19

 Perspektif ini menekankan pada keberagaman 

kepentingan dan perlunya negosiasi dan kompromi dalam proses pengambilan 

keputusan. Pluralisme memberikan sebuah lensa yang melaluinya kita dapat 

menganalisis interaksi antara kelompok-kelompok yang bersaing untuk mendapatkan 

pengaruh dalam dinamika kekuasaan masyarakat yang kompleks.
20

 Maka menurut 

Vincent August, konflik atau kompleksitas dapat terjadi karena adanya ketegangan 

yang disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang sifatnya diskriminatif, adanya 

ketidakadilan, ketimpangan, atau kesalah pahaman di tengah masyarakat.
21

 Hal ini 

yang kemudian menimbulkan pemaksaan yang berlebihan antara satu sama lain, dan 

masing-masing berupaya untuk mendapatkan lebih. 

b. Teori Elite  

Teori ini menawarkan sudut pandang yang kontras dengan teori lain, dengan 

alasan bahwa kekuasaan terkonsentrasi di tangan beberapa individu atau kelompok 

tertentu.
22

 Berakar pada karya para ahli teori seperti Vilfredo Pareto dan Gaetano 

Mosca, perspektif ini menunjukkan bahwa kelompok elit yang mempunyai hak 

istimewa, sering kali ditentukan oleh kekayaan atau status sosial, secara efektif 

mengatur dan mempengaruhi keputusan-keputusan besar.
23

 Para ahli teori elit 

berpendapat bahwa struktur masyarakat dirancang untuk melanggengkan kepentingan 

kelas penguasa, dengan menyoroti ketidaksetaraan yang melekat dalam kekuasaan 

yang terkonsentrasi.
24

 

Teori kekuasaan mencakup berbagai sub-teori yang saling melengkapi, 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sifat kekuasaan. Perspektif 

pluralis dan elit memberikan alat untuk menganalisis hubungan kekuasaan, termasuk 

dalam konteks penyiaran. Peneliti dapat menyelami masing-masing sub-teori, 

                                                           
19

 Anika Fiebich, ―In Defense of Pluralist Theory,‖ Synthese, 2021, https://doi.org/10.1007/s11229-019-

02490-5. 
20

 Robert J. Joustra, ―The Coordinates of Covenantal Pluralism: Mapping Pluralist Theory in the 21st 

Century,‖ Review of Faith and International Affairs, 2020, https://doi.org/10.1080/15570274.2020.1834994. 
21

 Vincent August, ―Understanding Democratic Conflicts: The Failures of Agonistic Theory,‖ European 

Journal of Political Theory, 2022, https://doi.org/10.1177/14748851221120120. 
22

 Amal Sethi, ―Looking beyond the Constituent Power Theory: The Theory of Equitable Elite Bargaining,‖ 

Global Constitutionalism, 2023, https://doi.org/10.1017/S2045381723000096. 
23

 Giulio De Ligio, ―The Iron Law of Elites and the Standards of Political Judgment,‖ Perspectives on 

Political Science, 2021, https://doi.org/10.1080/10457097.2021.1976022. 
24

 John Higley, ―Elite Theory in Political Sociology,‖ International Political Science Conference, 2008. 
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mengkaji prinsip dasar, pemikir utama, dan aplikasinya di dunia nyata. Melalui 

analisis ini, diharapkan tercipta kerangka holistik yang memperdalam pemahaman 

tentang kekuasaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat, terutama dalam regulasi 

izin usaha lembaga penyiaran. Teori ini juga mendorong orang untuk 

mempertanyakan dan mengevaluasi struktur yang mempengaruhi kehidupan manusia. 

Philipus M. Hadjon meninjau bahwa istilah mandat dan delegasi memiliki 

perbedaan makna, di mana mandat adalah kewenangan atau kekuasaan yang diberikan 

oleh satuan pemerintahan kepada orang lain untuk membuat besluit.
25

 Sementara 

delegasi merupakan pelimpahan kewenangan atau kekuasaan dari pemerintahan 

kepada orang lain untuk membuat besluit atas tanggungjawab pemerintahan 

tersebut.
26

 Artinya bahwa mandat dan delegasi memang memiliki perbedaan yang 

cukup mendasar dan substantif.
27

 

Berdasarkan penjabaran dari teori kekuasaan dan jenis-jenisnya, maka dalam 

penelitian ini akan berorientasi pada teori pluralis. Menurut teori pluralis, kekuasaan 

tidak hanya dipegang oleh kelompok kecil yang memiliki hak istimewa, tetapi juga 

tersebar di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, 

kelompok kepentingan, perusahaan, dan warga negara. Penelitian ini akan 

mengeksplorasi bagaimana regulasi perizinan didistribusikan dan dijalankan dalam 

masyarakat pluralis, dengan mengkaji dinamika persaingan, kerja sama, dan konflik 

di antara berbagai kepentingan. 

2. Teori Perizinan  

Perizinan menurut Philipus M. Hadjon merupakan hal penting dalam sebuah 

keputusan administrasi yang berbentuk keputusan, keputusan tersebut bisa berupa 

keputusan untuk   menjalankan apa yang berlaku baik berisi larangan atau ketentuan 

yang berisi perintah.
28

 Sedang menurut J.B.J.M Ten Berge menyatakan perizinan 

merupakan satu perintah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau 

                                                           
25

 Philipus M.Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2. 
26

 Syofyan Hadi and Tomy Michael, ―Forming a Responsive Local Law in the National Legal Framework,‖ 

International Journal of Social Science Research and Review, 2021, https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i5.135. 
27

 Ahmad Faris Zamakhsyari et al., ―State Authority and Legal Action: How to Prevent the State 

Misconduct?,‖ Law Research Review Quarterly, 2020, https://doi.org/10.15294/lrrq.v6i2.37722. 
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 Jachran Basah, ―Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi‖ (Surabaya, 1995). 



 
 

22 
 

peraturan dalam keadaan tertentu yang kemudian membagi izin dalam arti sempit dan 

luas.  

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada subyek pelaku bagi kegiatan 

atau usaha tertentu, izin lazimnya digunakan dalam hukum administrasi yang 

dimaksudkan untuk mengendalikan atau mengatur kegiatan masyarakat.
29

 Izin secara 

luas dimaknai sebagai persetujuan penguasa berdasarkan Undang-Undang atau 

peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu yang menyimpang dari ketentuan 

larangan dalam perundang undangan.
30

 Pemberian izin penguasa kepada subyek yang 

memohonkan izin menjadikan pemohon dapat melakukan hal yang sebelumnya tidak 

dibolehkan oleh Undang-Undang menjadi boleh dilakukan. 

Izin juga dapat dimaknai sebagai sebuah satu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah sebagai bentuk dispensasi 

atau pembebasan dari larangan yang telah ditetapkan sebelumnya.
31

 Dengan demikian 

izin diartikan sebagai pemberian legalitas dari penguasa kepada sekelompok 

pengusaha, golongan dan juga perorangan yang sifatnya administratif yang berperan 

sebagai perlindungan hukum.  

Adapun tujuan dari perizinan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk memperoleh kepastian hukum  

b. Upaya untuk mengendalikan dan mengarahkan segala aktivitas yang 

berlangsung. 

c. Mencegah dampak negatif dari lingkungan (izin lingkungan).
32

 

d. Upaya untuk melindungi objek tertentu. 

e. Pengarahan dan penyeleksian orang-orang dan berbagai jenis aktivitas.
33

   

Sifat izin: 

a. Bersifat bebas, izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya 

tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang 
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dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan 

pemberian izin. 

b. Bersifat terikat, izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitnya 

tidak terkait pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang 

dalam izin memiliki kadar kebebasannya dan wenangnya tergantung pada 

kadar sejauh mana Peraturan undangan mengaturnya. 

c. Bersifat menguntungkan, izin yang isinya mempunyai sifat 

menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin bersifat menguntungkan 

pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi maka 

keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah yang 

bersangkutan. 

d. Izin memberatkan, izin yang isinya mengandung unsur-unsur 

memberatkan dalam bentuk ketentuan yang berkaitan kepadanya. 

e. Izin segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan 

yang akan berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek. 

f. Izin bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat 

atau kualitas pribadi dan pemohon izin 

g. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada 

sifat dan objek izin.
34

 

Unsur-unsur dalam perizinan:  

a. Instrumen Yuridis 

b. Peraturan Perundang-Undangan 

c. Organ Pemerintah 

d. Peristiwa konkret  

e. Prosedur dan persyaratan  

Ruang lingkup perizinan meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah 

perizinan penyiaran. Penyiaran sendiri erat kaitannya dengan usaha. Untuk itu perlu 

definisi untuk membedakan izin usaha penyiaran dengan izin usaha lainnya. 

Selanjutnya penyiaran haruslah dibedakan kembali dalam rana penggunaan media 

secara publik.  sebagaimana di kutip oleh Sutan, penyiaran tanpa menggunakan media 
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publik seperti film, buku, media cetak diatur dengan self-regulatory, sementara 

penyiaran dengan media publik (frekuensi) seperti televisi dan radio harus diatur 

secara ketat atau highly regulated.
35

 

Pada dasarnya tidaklah mudah untuk merangkum definisi izin penyiaran, 

semua tergantung model regulasi izin seperti apa yang dugunakan. Namun demikian 

menurut Feintuck izin penyiaran menyangkut tiga hal yakni: Pertama, Struktur yang 

menyangkut pola kepemilikan media. Kedua, tingkah laku yang menyangkut terkait 

pengaturan tata kelola penggunaan properti dalam kaitannya dengan kompetitor. 

Ketiga, isi yang berkaitan dengan muatan siaran yang boleh dan tidak boleh 

disiarkan.
36

 

Berdasarkan pendapat Rahayu dan Feintuck maka penyiaran dapat 

didefinisikan sebagai izin sebuah usaha berkaitan dengan media berupa sarana publik 

(frekuensi) dengan komponen-komponen utamanya adalah adanya pengaturan tentang 

struktur kepemilikan, tata kelola dan muatan atau konten siaran.  

Dalam hal ini teori perizinan digunakan untuk menganalisis lanskap penyiaran 

di Indonesia dengan mengkaji kerangka regulasi dan proses untuk memperoleh izin 

penyiaran. Teori ini mempertimbangkan bagaimana pemerintah memberikan izin 

kepada perusahaan penyiaran, yang pada gilirannya memengaruhi keberagaman suara 

dan perspektif dalam industri media. Teori ini juga melihat bagaimana persyaratan 

dan pembatasan perizinan dapat memengaruhi persaingan dan dinamika pasar dalam 

sektor penyiaran. Selain itu, teori perizinan membantu memahami dinamika kekuatan 

antara pemerintah, penyiar, dan publik, serta bagaimana dinamika ini membentuk 

lingkungan media di Indonesia terkhusus dalam komparasi antara UU No. 32 tahun 

2002 Tentang Penyiaran dan UU No. 6 tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.  
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3. Teori Keadilan 

keadilan adalah suatu konsep yang relatif setiap orang tidak sama, ukuran 

keadilan ditafsirkan berbeda beda dan mempunyai banyak dimensi, bila seseorang 

menyatakan telah melakukan suatu keadilan belum tentu dapat diterima oleh yang 

lainnya. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat dan ditempat lainnya, skala 

keadilan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan ketertiban 

umum dari masyarakat tersebut.
37

 

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, keadilan 

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sila kelima Pancasila menekankan 

pentingnya mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan harus tercermin 

dalam hubungan individu dengan diri sendiri, sesama manusia, masyarakat, bangsa, 

serta hubungan dengan lingkungan dan Tuhan. UUD 1945, pada alinea keempat, 

menegaskan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan 

sosial bagi rakyat. 

Istilah keadilan acapkali disandingkan dengan ketidakadilan terutama dalam 

konteks kajian hukum bahkan ada yang menyatakan bahwa keadilan adalah sesuatu 

yang tidak dapat didefinisikan, keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki 

makna yang amat luas bahkan bukan tidak mungkin pada waktu tertentu dapat 

bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial yang berlaku.  

a. Teori keadilan John Rawls 

John Rawls menilai bahwa keadilan hanyalah ketidaksetaraan yang tidak 

menguntungkan semua pihak.
38

 Dalam pandangan Rawls, keadilan adalah 

kejujuran,
39

 yang akan berjalan dengan baik apabila menerapkan dua prinsip dasar 

yaitu, Pertama, prinsip kebebasan yang artinya setiap individu memiliki 

kebebasan yang sama dengan individu lainnya. Adapun bentuk kebebasan 

tersebut seperti kebebasan politik, berfikir, kebebasan dari tindakan sewenang-
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wenang, dan kebebasan memiliki kekayaan.  Kedua, prinsip ketidaksamaan, 

bahwa adanya perbedaan dalam masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial harus 

diatur sedemikian rupa dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi setiap 

individu.
40

 

b. Keadilan menurut Pancasila  

Pandangan keadilan menurut hukum di Indonesia didasarkan pada falsafah 

Pancasila khususnya Sila kelima ―Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia‖. 

Sebagai falsafah dasar, bangsa Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sesuatu 

yang harus dihargai, diakui dan dilaksanakan. Wujud dari pengakuan tersebut 

akan tercermin dalam tindakan, sikap, dan perbuatan.
41

  

Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang penghayatan dan 

pengamalan Pancasila, disebutkan butir-butir pengamalan sila kelima yaitu: 

1) Mengembangkan kehidupan yang luhur yang mencerminkan suasana 

kehidupan kekeluargaan dan bergotong royong. 

2) Dikembangkan sikap adil terhadap sesama. 

3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 

4) Menghormati orang lain. 

5) Tolong menolong. 

6) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.  

Keadilan menurut pandangan Pancasila merupakan kewajiban moral yang 

bersifat mengikat anggota masyarakat dan interaksi antara masyarakat. walaupun 

demikian keadilan menurut pandangan Pancasila dan hukum harus dibedakan. 

Karena Pancasila sebagai asas nilai moral untuk menyusun produk hukum.
42

  

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar hukum, akan melahirkan ketentuan-ketentuan 

yang akan mewujudkan nilai dari berbagai sila yang ada di dalamnya. Khususnya 

merujuk pada sila ke dua ―Kemanusiaan yang Adil dan Beradab‖ dan sila ke lima 

―Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia‖. Fungsi dari kedua sila tersebut 

adalah pengakuan terhadap hak warga negara untuk menentukan kehidupan 
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mereka sendiri, diperlakukan dengan baik, pengakuan derajat yang sama sebagai 

manusia.  

Fungsi Pancasila tersebut akan dianggap sebagai nilai apabila 

dilaksanakan. Adapun relevansinya dengan keadilan adalah keadilan adalah 

sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Dalam pandangan Kahar Masyhur 

adil diartikan ke dalam tiga: 1) adil: menempatkan sesuatu pada tempatnya, 2) 

adil: menerima dan memberi tanpa ada kelebihan dan kekurangan, 3) adil: 

memberikan hak kepada yang berhak tanpa ada kelebihan dan kekurangan antara 

sesama yang berhak. Penghukuman bagi pelaku tindak kejahatan sesuai dengan 

kesalahan dan pelanggarannya.
43

  

Pada prinsipnya keadilan menurut Pancasila adanya pemerataan 

kemakmuran bagi penduduk secara dinamis yang terus meningkat. Sebagai wujud 

dari pengelolaan sumber daya dan potensi masyarakat serta adanya perlindungan 

yang mencegah kesewenang-wenangan dari pihak yang kuat, untuk menjamin 

adanya keadilan sejati yang Pancasilais.
44

 

c. Fairness doctrine 

Fairness doctrine bermula dari pidato Herbert Hoover dan keputusan 

Komisi Radio Federal sejak tahun 1929,
45

 dan secara resmi diumumkan dalam 

kongres Federal Communications Council pada tanggal 1 July 1949.
46

 Fairness 

doctrine adalah kebijakan Federal Communications Council (FCC) yang 

mewajibkan pemegang lisensi penyiaran untuk meliput isu-isu publik dan 

melakukannya dengan cara yang adil.  

Fairness Doctrine dapat dimaknai sebagai ajaran keadilan, kejujuran atau 

kewajaran. Fairness Doctrine adalah prinsip keseimbangan balance, covering 

both side mengkover pandangan kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah 
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konflik atau perseteruan serta kejujuran dalam mengungkap fakta secara jujur 

wajar dan masuk akal. 

Melalui Fairness doctrine, FCC mensyaratkan penyiaran yang 

menggunakan spektrum frekuensi haruslah mempertimbangkan kepentingan 

publik secara menyeluruh hal ini karena frekuensi sejatinya milik publik.
47

 Dalam 

penerapannya terdapat dua persyaratan dasar yang ada di dalam Fairness 

doctrine, yaitu:
48

 

1) Bahwa setiap pemegang izin harus menyediakan porsi yang wajar dari 

waktu siaran untuk diskusi dan pertimbangan tentang masalah-masalah 

kontroversial yang menyangkut kepentingan publik; dan 

2) bahwa dengan melakukan hal tersebut lembaga penyiaran harus bersikap 

adil yaitu, lembaga penyiaran harus secara tegas berusaha untuk 

menyediakan fasilitas untuk mengekspresikan sudut pandang yang 

berbeda yang dipegang oleh elemen yang bertanggungjawab sehubungan 

dengan masalah kontroversial yang disajikan.  

Namun demikian penerapan fairness doctrine dicabut pada tahun 1987.
49

 

Hal yang menjadi pertimbangan dari pencabutannya adalah bersumber dari kata 

―keadilan‖ itu sendiri, tampaknya penyiar harus menyediakan porsi waktu yang 

wajar untuk siaran kontroversial. Sementara itu tidak mungkin semua stasiun 

televisi dipantau terus menerus, akibatnya regulator FCC sewenang-sewenang 

mengatur akses bebas dan siapa yang berhak mendapatkannya, melalui penegakan 

hukum yang selektif. Hal ini kemudian memberikan kekuasaan yang sangat besar 

kepada FCC, akibatnya fairness doctrine digunakan oleh pemerintahan Kennedy 

dan Nixon untuk membatasi oposisi politik.
50

 

Pejabat FCC menemukan bahwa doktrin tersebut melanggar prinsip-

prinsip konstitusional, karenanya berdampak pada pengurangan, alih-alih 
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peningkatan pembahasan tentang hal-hal kontroversial yang penting bagi publik. 

Hal ini terjadi karena sebagian besar penyiar akan lebih enggan untuk menyiarkan 

pendapat mereka sendiri karena hal itu mungkin mengharuskan mereka untuk 

menyiarkan perspektif alternatif yang tidak ingin didengar oleh audiens mereka 

lantaran ancaman potensi sanksi FCC atas kurangnya kepatuhan yang dirasakan.  

Dengan mencermati keadilan melalui empat perspektif yang berbeda, terlihat 

jelas bahwa dalam izin penyiaran, keadilan dan integritas merupakan hal yang 

terpenting guna menegakkan nilai-nilai demokrasi dan mendorong beragamnya suara 

dan pendapat. Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam izin penyiaran 

didefinisikan sebagai tindakan yang dievaluasi berdasarkan pendekatan yang 

seimbang terhadap hak dan tanggung jawab, dengan mengutamakan kejujuran dan 

kebebasan berekspresi dari sudut pandang individu, penyiar, pemirsa, dan masyarakat.  

Teori keadilan akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah ke-2 dan 3. 

Dalam hal ini, akan dilihat dinamika regulasi perundang-undangan yang ada 

berdasarkan teori keadilan. Apakah telah sesuai dengan prinsip keadilan dan jika 

belum bagaimana solusinya atau catatan reformulasi. 

4. Teori Penyiaran 

Broadcasting adalah proses lengkap penyampaian siaran yang meliputi produksi, 

penyiapan bahan, hingga pemancaran kepada pendengar atau pemirsa. Menurut J.B. 

Wahyudi, penyiaran berarti menyampaikan informasi dari individu atau produser 

kepada masyarakat melalui radiasi elektromagnetik atau gelombang yang lebih tinggi. 

Penyiaran yang merupakan padanan kata broadcasting yaitu semua kegiatan yang 

memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal,
51

 perangkat 

keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat 

maupun di antariksa dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau 

gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarkan luaskan dan dapat diterima oleh 

khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi dengan atau tanpa alat bantu.
52

 

Penyiaran erat kaitannya dengan pers, yang oleh Siebert menilai bahwa pers 
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akan mengambil peran untuk mewarnai berbagai struktur kehidupan sosial hal ini 

terlihat dari ungkapan beliau: 

The press always takes on the form and coloration of the social and political 

structures within which it operates. Especially, it reflects the system of social 

control whereby the relations of individuals and institutions are adjusted.
53

 ―Pers 

selalu mampu berbaur dalam bentuk dan warna dari struktur sosial dan politik 

tempat ia beroperasi. Lebih spesifik, pers mencerminkan sistem kontrol sosial 

dimana hubungan individu dan institusi diatur.‖ 

Hallin dan Mancini sendiri menilai bahwa sistem media atau pers terdiri dari tiga 

aspek utama yaitu model Pluralis Terpolarisasi (Polarized Pluralist Model), model 

Korporatis Demokratis (Democratic Corporatist), dan model Liberal.
54

 Masduki 

mengelaborasi dan mengkomparasikan ketiga sistem media dalam penyiaran, hasilnya 

dapat lihat pada tabel berikut sebagai berikut:
55
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Tabel 1. 3. Tiga Model Sistem Media 

Sistem media dan 

negara 

Pluralis 

terpolarisasi 

Demokratis 

korporat 
Liberal 

Politik paralelisme  Paralelisme tinggi 

politik terhadap 

penyiaran.  

Luar pluralis, 

komentar jurnalis 

berorientasi pada 

pemerintahan dan 

parlementer   

Pluralisme 

eksternal 

khususnya di 

tingkat nasional 

tekan; kuat secara 

historis pers partai; 

bergeser ke arah 

pers komersial 

yang 

netral; penyiaran 

politik sistem 

dengan substan 

Komersial netral 

tekan; berorientasi 

pada informasi 

jurnalistik; 

pluralisme internal 

(Tetapi pluralisme 

eksternal di 

Britannia); 

profesional model 

siaran 

pemerintahan 

– secara formal 

sistem otonom 

star_border 

 

Profesionalisme 

lembaga penyiaran 

Profesionalisme 

Lebih lemah  

Profesionalisasi 

kuat dengan 

regulasi mandiri 

dan dilembagakan  

Profesionalisasi 

kuat tapi tidak ada 

lembaga khusus: 

regulasi diri   

Peran negara dalam 

penyiaran 

Intervensi negara 

kuat,  

Intervensi negara 

kuat namun dengan 

perlindungan 

kebebasan bagi 

pers  

Pasar mendominasi 

Sejarah politik  Terlambatnya 

demokrasi,  

Demokratis awal, 

Pluralisme moderat 

Demokratis awal, 

Pluralisme moderat 

Budaya politik  Partisipasi lemah, 

kuat dan 

klientelisme  

Kuat dan kolektif 

partisipasi  

Kuat dan kolektif 

partisipasi 

 

Dalam konteks ini lembaga penyiaran harus dilepaskan dari intervensi 

pemerintah serta dilepaskan juga dari peluang-peluang pemusatan kepemilikan yang 

bermuara pada monopoli kepemilikan hingga akhirnya berdampak pada potensi 

manipulasi informasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fretes dan Kaligis, 

McQuail mengungkapkan ciri-ciri dari teori pers tanggungjawab sosial sebagai 

berikut:
56
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a.  Media harus mengemban dan memenuhi kewajiban dalam masyarakat. 

b. Pemenuhan kewajiban dilakukan dengan standar profesionalisme dari sisi 

informasi, kebenaran, ketepatan, objektivitas, dan keseimbangan.  

c. Media secara independen mengatur kerangka hukumnya.  

d. Media diharapkan menghindari hal-hal yang berpotensi mengakibatkan 

kehancuran, kejahatan, kerusakan, maupun penghinaan terhadap etnis minoritas 

ataupun agama.  

e. Media harus bersifat pluralisme dan memberikan kesempatan hak jawab dan 

mengungkapkan dari berbagai sudut pandang.    

Secara umum Asas penyiaran telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 Tentang Penyiaran yang menyebutkan Penyiaran diselenggarakan 

berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dengan asas Manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, 

keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran setidaknya 

terdapat empat jenis lembaga penyiaran yang beroperasi di Indonesia, yaitu: lembaga 

penyiaran publik, swasta, komunitas dan berlangganan. 

G. Metode penelitian   

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang merupakan suatu kejadian 

ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, dilakukan secara metodologis, 

sistematika dan konsisten. Metodologis dapat dimaknai sebagai suatu Untuk 

Pendekatan Penelitian yang sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis 

adalah merujuk pada suatu sistem, sedangkan konsisten adalah tidak adanya hal-hal 

yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
57

  

Penelitian ini melakukan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan 

pada pendekatan Undang-Undang menggunakan pendekatan peraturan perundang-

undangan, pendekatan kasus, komparatif dan pendekatan konseptual: 

a. Pendekatan Perundang undangan 
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Pendekatan ini dilakukan untuk melakukan analisa terhadap hukum 

positif yang mengatur regulasi perizinan pada lembaga Penyiaran di 

Indonesia. Melalui pendekatan ini dikaji dan dianalisis terkait perubahan 

regulasi yang ada pada setiap Undang-Undang sehingga nantinya mampu 

mendapatkan simpulan dan memformulasikan perizinan yang demokratis dan 

berkeadilan. 

b. Pendekatan kasus  

Pendekatan kasus digunakan untuk melihat dan menganalisis berbagai 

putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyiaran di Indonesia. 

Melalui pendekatan ini pula kasus-kasus dalam perizinan penyiaran 

dianalisis.  

c. Pendekatan Komparatif 

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan regulasi 

perizinan di beberapa negara terutama di kawasan Asia Tenggara dan negara 

Eropa, perbandingan itu nantinya bisa menjadi masukan dalam menyusun 

regulasi perizinan lembaga penyiaran di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini 

juga digunakan dalam perbandingan regulasi-regulasi penyiaran yang ada, 

berlaku, dan pernah berlaku di Indonesia. 

d. Pendekatan konseptual  

Pendekatan konseptual adalah metode analisis dalam penelitian hukum 

yang menekankan pada konsep-konsep hukum yang mendasari penyelesaian 

masalah hukum. Pendekatan ini juga mempertimbangkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam peraturan hukum yang terkait dengan konsep-konsep yang 

digunakan. Dalam hal ini pendekatan konseptual digunakan untuk 

menganalisis regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia yang ada, 

berlaku ataupun pernah berlaku.  

2. Objek Penelitian 

Penelitian ini membahas tema Regulasi Izin Usaha Industri Lembaga 

Penyiaran di Indonesia dari perspektif keadilan. Fokus utama adalah  apa filosofi 

yang mendasari perubahan regulasi izin penyelenggaraan penyiaran di Indonesia dari 
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desentralisasi menuju sentralisasi dan selanjutnya mengapa diperlukannya 

reformulasi izin Penyelenggraan Penyiaran di indonesia pasca hadirnya Undang-

Undang No.6 tahun 2023 tentang cipta kerja yang menjadi objek bahasan penelitian 

Disertasi ini juga terkait dengan desain reformulasi regulasi izin penyelenggaraan 

penyiaran berbasis keadilan di Indonesia.   

 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer.  

sumber data primer diartikan sebagai data yang diperoleh dari wawancara maupun 

data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan menjadi rujukan utama 

dalam penelitian.
58

 Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber atau cara lain yang dilengkapi bahan-bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
59

 

 Bahan hukum Primer terdiri dari perundang undangan yang terdiri dari: 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

b. Undang-Undang No 24 Tahun 1997 Tentang penyiaran 

c. Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers 

d. Undang-Undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi 

e. Undang-Undang No.32 Tahun 2002 Tentang penyiaran 

f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  

g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja  

h. PP No 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran 

menyebutkan lembaga penyiaran publik (LPP) 

i. PP No. 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 

Penyiaran Publik,   

j. PP No. 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 

Penyiaran Swasta. 

k. PP No. 51 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga 
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Penyiaran komunitas.  

l. PP No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran lembaga 

Penyiaran Berlangganan 

m. Keputusan Presiden No.125 Tahun 1963 Tentang Pembentukan Yayasan 

Televisi Republik Indonesia 

n. Keputusan menteri Penerangan No 54/B/KEP/MENPEN/1971 

o. Keputusan Menteri penerangan No. 167/B/KEP/MENPEN/1986 

p. Keputusan Menteri penerangan No.190A/KEP/MENPEN/1987 

q. Keputusan Menteri penerangan No.111/KEP? MENPEN/1990 

r. Keputusan Menteri Penerangan No. 04/A/Kep/MENPEN 1993  

s. PERMEN No. 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan tata cara Perizinan 

lembaga Penyiaran. 

t. Peraturan Menteri No.7 Tahun 2018 Tentang pelayanan Perizinan berusaha 

terintegrasi secara elektronik 

u. Keputusan Dirjen RTF N.1271D/RTF/K/VIII/1990  

v. Keputusan MK 005 /PUU-I/2003 

w. Keputusan MK  030/SKLN-IV/2006 

x. Keputusan MK  004/SKL-IV/2006 

y. Keputusan MK  62/PUU-XIV/2016 

z. Keputusan MK 81 /PUU-XV/2017 

aa. Keputusan MK  39/PUU-XVIII/2020 

bb. Wawancara  

  Bahan Hukum sekunder: 

a. Buku-buku yang terkait, disertasi, Thesis dll 

b. Jurnal, majalah dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan 

penelitian ini. 

Bahan Hukum sekunder/tersier 

a. Kamus Hukum 

b. Kamus Besar bahasa Indonesia 



 
 

36 
 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan merupakan hal urgen dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara yang sesuai dengan jenis data yang diinginkan. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan 

hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum 

tersier.
60

 

Selanjutnya juga menggunakan pengumpulan data melalui wawancara 

dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden 

atau narasumber untuk mendapatkan informasi.
61

 Untuk mendapatkan informasi 

mendalam juga melakukan pendalaman data pada studi dokumen berupa arsip-arsip 

baik catatan, tabel maupun risalah sidang terkait lahirnya regulasi penyiaran sehingga 

diharapkan mampu memberikan gambaran yang luas dan mendalam untuk dapat 

menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian disertasi ini.  

5. Analisis dan Pembahasan 

Analisa data merupakan kegiatan penelitian berupa kajian terhadap hasil 

pengolahan data yang telah didapat sebelumnya. Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah melakukan pembandingan dari setiap regulasi izin lembaga 

penyiaran sehingga mampu memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang 

ada dalam penelitian disertasi ini sehingga pada akhirnya mampu melahirkan sebuah 

rumusan yang ideal terkait dengan regulasi izin penyiaran di Indonesia.  

Tentang analisis data, Sabarguna menyatakan bahwa analisis data merupakan 

upaya untuk: (1) menata, (2) menyusun dan (3) memberi makna pada data penelitian 

kualitatif yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberi jawaban terhadap 

pertanyaan penelitian yang diajukan, tentunya agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkan.
62

 

Dalam penelitian ini, analisis data diterapkan analisis dokumen (content 

analysis). Menurut Weber, content analysis adalah metodologi yang memanfaatkan 
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seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah dokumen. 

Tujuan dari content analysis untuk menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen resmi. Analisis dapat dilakukan terhadap buku-buku teks, baik bersifat 

teoritis maupun empiris, kegiatan analisis ditujukan untuk mengetahui makna, 

kedudukan dan hubungan antara berbagai konsep, kebijakan, program, kegiatan, 

peristiwa yang ada. Dalam penelitian ini, content analysis digunakan untuk 

menganalisa berbagai dokumen yang terkait regulasi perundang-undangan. 
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BAB II 

 ANALISIS 

 

Bagian I: Televisi dan Perizinan di Indonesia  

A. Televisi Indonesia  

Televisi mulai di Indonesia pada tahun 1962 sebagai salah satu bentuk media 

massa yang baru. Pada awalnya, stasiun televisi di Indonesia hanya ada satu, yaitu TVRI 

(Televisi Republik Indonesia). Di kala itu, televisi hanya dapat dinikmati oleh sebagian 

kecil masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke perangkat televisi. Namun seiring 

berjalannya waktu, televisi semakin populer dan menjadi salah satu alat hiburan yang 

dicari dan diminati masyarakat.  

Adapun sejarah perkembangan pertelevisian seiring perubahan dan pergantian 

rezim kepemerintahan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa periode, yaitu order 

lama, baru, dan reformasi.  

1. Orde Lama (1956-1966) 

Televisi di Indonesia pada tahun 1962, dengan kata lain muncul di masa 

pemerintahan orde lama. Hal ini didasarkan pada Kep. Menpen Rl No. 

20/SK/M/61. Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2T). Televisi 

pertama kali digunakan untuk menyiarkan perayaan HUT RI ke 17 tahun pada 

tanggal 17 Agustus 1962. Kemudian di tanggal 24 Agustus 1962 disiarkanlah 

acara SEA Games IV oleh TVRI, dan tanggal yang sama menjadi ulang tahun dari 

TVRI. Kelahiran TVRI sendiri dapat dikatakan prematur karena belum ada 

persiapan yang matang dan kesannya hanya untuk kepuasan dan meningkatkan 

popularitas pemimpin negara.
63

  

Satu tahun kemudian tepatnya di tahun 1963 tanggal 20 Oktober, 

didirikanlah yayasan TVRI ditandai dengan Keppres No. 215/1963. Dimulailah 

perintisan pembangunan stasiun TV di seluruh daerah Indonesia. TVRI tercatat 

sebagai satu-satunya saluran televisi yang dimiliki pemerintah hingga awal tahun 

1990.  
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Dari Keppres tersebut, TVRI dipimpin langsung oleh Presiden, dari hal itu 

TVRI dinilai sebagai corong pemerintah dan pengawal kekuasaan. Namun 

demikian selama periode ini, TVRI memainkan peran penting dalam 

menyebarkan informasi dan mengedukasi masyarakat. Program berita TVRI 

memberikan pemirsa akses ke berita nasional, sehingga memperluas wawasan 

mereka tentang peristiwa-peristiwa penting di dalam negeri.  

Namun demikian, Tahun 1962 siaran TVRI berlangsung 2 jam sehari. Dari 

sekian fungsi media TVRI, program acaranya dapat dikategorikan menjadi tiga. 

Pertama, siaran penerangan, pendidikan, dan kebudayaan yang memperoleh porsi 

sebesar 60% dari total jam tayang. Kedua, siaran hiburan yang memperoleh porsi 

sebesar 30% dari total jam tayang. Ketiga, siaran niaga/iklan yang memperoleh 

porsi sebesar 10% dari total jam tayang.
64

 Tahun 1964 jam siaran bertambah 3,15 

jam sehari dengan porsi yang sama. Di masa orde lama, TVRI menguasai atau 

memonopoli pertelevisian di Indonesia hingga pada akhirnya tahun 1990-an (orde 

baru), TV swasta telah mendapat izin dari pemerintah.  

2. Orde Baru (1996-1998) 

Pergantian rezim turut berpengaruh kepada TVRI, sebagai saluran TV 

yang dipimpin langsung oleh presiden, maka secara otomatis TVRI berganti 

kepemimpinan. Walaupun demikian TVRI dapat dikatakan berjalan tanpa adanya 

pertimbangan dan intervensi dari pemerintah. Iklan menjadi sumber pemasukan 

utama yang mendorong kemajuan TVRI.  

Tahun ke-14 TVRI tepatnya 1976 pemerintah Indonesia meluncurkan 

satelit pertama yang diberi nama Palapa.
65

 Di tahun yang sama, jumlah unit 

televisi di Indonesia meningkat tercatat 512.000 unit, empat tahun berselang yakni 

tahun 1980 jumlah unit televisi yang tercatat 2.216.000 unit. Selama masa ini 

TVRI telah mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan menjadi single 

source information bagi masyarakat dengan jumlah penonton sekitar 60% dari 
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seluruh populasi Indonesia serta mulai diperkenalkan TVRI nasional dan TVRI 

lokal dengan konten dan isi siaran lokal beberapa provinsi di Indonesia.
66

 

Peningkatan jumlah tersebut dapat dikatakan sebagai awal keterpurukan 

dari TVRI, tepat pada tanggal 5 januari 1981, Presiden Soeharto mengumumkan 

bawah iklan di televisi dihapuskan dan diganti dengan siaran pembangunan. 

Acara yang ditampilkan lebih mengarah pada propaganda dan mendorong 

program pembangunan pemerintah. Disamping itu alasan lainnya adalah untuk 

menghindari pengaruh buruk iklan terhadap masyarakat.  

Peniadaan iklan dan diganti dengan program siaran pembangunan ternyata 

berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk menonton siaran TVRI. 

Disamping itu, hilangnya iklan yang menempati durasi 30 jam dalam sebulan 

mengakibatkan Stasiun Pusat Jakarta menyiarkan setidaknya 19 mata acara baru 

setiap satu jam setiap hari. Acara baru untuk pengganti ternyata cukup 

merepotkan, setiap stasiun TVRI baik pusat dan daerah sibuk mempersiapkan 

rencana dan program baru.  

Dari hal tersebut, juru kamera dan pengarah berita TVRI sering harus 

mengadakan rekaman film secara tergesa-gesa dan kurang persiapan karena 

didesak waktu. Akibatnya banyak proses shooting yang dilakukan hanya dalam 

waktu satu hari tanpa adanya penelitian mendasar dari problematika yang ada. 

Kasus lain adalah dalam pembuatan acara Desa Kita, pelaku (petani dan pamong 

desa) sering tidak dapat berbicara ataupun gemetar di hadapan kamera. Akibat 

dari berbagai kasus tersebut, siaran TVRI menjadi semakin tidak diminati 

masyarakat. masyarakat yang memiliki parabola mengalihkan tontonannya pada 

siaran Singapura, Malaysia dan Thailand.  

Fokusnya TVRI kepada siaran pembangunan semakin memperkuat bahwa 

TVRI dibesarkan untuk media propaganda dan corong pemerintah, terbukti ketika 

orde baru berakhir, kekuatan TVRI ikut hilang. Hingga masa kini TVRI masih 

sibuk membenahi manajemen internal mereka di tengah gempuran berbagai 

stasiun televisi swasta yang semakin bermunculan.  
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Kemunculan televisi-televisi swasta pun sejatinya atas kebijakan dari 

rezim orde baru itu sendiri. Di mana tahun 1987 dikeluarkan SK Menpen 1987 

tentang Siaran Saluran terbatas yang dikelola swasta. TVRI diberikan 

kewenangan untuk mengatur izin penyiaran televisi untuk Jakarta dan sekitarnya 

dengan syarat 12,5% hasil iklan diberikan kepada TVRI.
67

   

Tepat pada tanggal 21 Agustus 1989 PT Rajawali Citra Televisi Indonesia 

(RCTI) menjadi stasiun televisi swasta pertama mengudara. Selang satu tahun, 

SCTV lahir tanggal 24 Agustus 1990. TPI tanggal 23 Januari 1991, ANTV 

tanggal 1 Maret 1993 dan Indosiar tanggal 11 Januari 1995. Hadirnya TV swasta 

diharapkan untuk menghadirkan variasi tontonan kepada masyarakat.
68

  

Apakah kehadiran televisi swasta merupakan kebebasan pers dan 

demokrasi ternyata tidak, yang terjadi adalah TVRI semakin terpuruk, selain 

daripada itu kepemilikan TV swasta dipegang oleh antek-antek Soeharto.  RCTI 

kepemilikannya dipegang oleh anak ketiga dari presiden Soeharto yang bernama 

Bambang Trihatmodjo. SCTV milik Sudwikatmono sepupu Soeharto dan TPI 

milik Siti Hardiyati Sukmana putri Soeharto. ANTV didirikan oleh Abu Rizal 

Bakri dan Indosiar oleh Antony Salim yang keduanya berada di bawah bayang-

bayang Soeharto. Dari gambaran kepemilikan stasiun televisi swasta tersebut, bisa 

ditebak bahwa TV swasta dapat beroperasi lancar dengan berdasar pada bisnis 

KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Maka tidak jarang pemerintah berusaha 

untuk melindungi aktor-aktor televisi swasta, timbal baliknya adalah televisi 

swasta menjadi bagian dari pendukung kekuasaan pemerintah.  Bukti nyata adalah 

baik TV swasta maupun milik pemerintah (TVRI) di era pemilu 1997 masih 

cenderung lebih condong untuk mendukung partai politik Golkar.   

Sajian dilema pertelevisian di Indonesia dimulai dari kelahiran TVRI yang 

dinilai prematur dan TV swasta dengan bisnis berbau KKN dan sumber daya yang 

tidak memadai akhirnya banyak program TV yang dimanipulasi, rekayasa, dan 

meninggalkan karakteristik dasar televisi. Alih-alih sebagai agen memperkuat 
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budaya justru menjadi agen perusak budaya itu sendiri. Hingga pada akhirnya 

tahun 1997 keluarlah Undang-Undang nomor 24 tentang penyiaran.   

3. Era reformasi (1998-sekarang)  

Era reformasi dapat dikatakan sebagai era redupnya pengaruh TVRI 

sebagai televisi milik pemerintah dan berganti ke era televisi swasta. Di dorong 

oleh kebebasan pers maka pemerintah membuka seluas-luasnya aturan 

pertelevisian. Dampaknya menjamurnya stasiun-stasiun televisi swasta dan 

melebarkan sayapnya untuk meluncurkan stasiun televisi lain dengan naungan 

grup atau PT yang sama. Misalnya ANTV dibawa naungan Visi Media Asia 

melebarkan sayapnya dengan melahirkan stasiun TV baru yakni TVONE di tahun 

2008.  

Di masa yang sama, stasiun televisi lokal daerah pun juga turut tumbuh, 

namun sayangnya banyak di antara TV lokal ini yang stagnan dan bahkan gulung 

tikar. Diantara faktor penyebabnya adalah sumber daya manusia yang belum 

memadai dan kurang mampu menggali program siaran yang bersifat dan sesuai 

dengan kebutuhan cultural audience lokal. Faktor lainnya berupa persaingan 

dalam menggaet audience antara televisi lokal dan nasional. 

Sementara itu, dibawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid 

melalui adanya perubahan Departemen Penerangan nasib TVRI berubah menjadi 

Perusahaan Jawatan. Namun karena munculnya anggapan bahwa TVRI dijadikan 

sebagai media propaganda pemerintah, akhirnya di tahun 2002 berubah menjadi 

persero dan 2006 sampai sekarang menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang 

independen, komersial dan untuk kepentingan rakyat.  

Pada tahun 2002 disahkanlah Undang-Undang nomor 32 tentang 

penyiaran menggantikan UU nomor 24 tahun 1997. Salah satu isinya adalah 

dibentuknya lembaga khusus yakni Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai 

lembaga independen untuk menghimpun aspirasi masyarakat akan penyiaran. KPI 

mempunyai kewenangan untuk mengawasi konten siaran yang disiarkan oleh 

stasiun televisi dan radio, serta memberikan sanksi kepada penyiar yang 

menyiarkan kode etik dan standar penyiaran. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

keberagaman, keadilan, dan kualitas konten siaran yang disajikan kepada 
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masyarakat. Perubahan ini juga membuka peluang bagi industri penyiaran untuk 

berkembang dan bersaing secara sehat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan 

pengawasan yang ketat, diharapkan industri penyiaran di Indonesia dapat menjadi 

lebih profesional dan inovatif dalam menyajikan program-program yang 

berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. 

Sayangnya, kehadiran UU Nomor 32 tahun 2002 dinilai tidak efektif, 

Polemik konglomerasi media pada tahun 2006 menunjukkan bahwa meskipun 

Undang-Undang telah diberlakukan, namun masih terdapat celah dan kelemahan 

dalam penerapannya. Banyak stasiun televisi swasta nasional yang hanya dimiliki 

oleh segelintir pihak, sehingga terjadi dominasi pasar yang tidak sehat dan 

merugikan keberagaman konten serta kualitas siaran. Dampak dari konglomerasi 

media ini dapat dirasakan oleh masyarakat luas, dimana informasi yang disajikan 

cenderung terpolarisasi dan tidak berimbang. Lagi-lagi motif keuntungan menjadi 

alasan utama, konten yang ditayangkan lebih cenderung mengikuti kepentingan 

pemilik media daripada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.  

Tahun 2023 lahir Undang-Undang No. 6 tahun 2023 Tentang UU Cipta 

Kerja. Undang-Undang ini kemudian dianggap menghapuskan peran KPI dan 

mengembalikan dominasi pemerintah dalam penyiaran khususnya televisi. Hal 

tersebut sangatlah kontradiktif mengingat tujuan pembentukan KPI sebagai 

bagian dari kebebasan pers namun malah dikerdilkan. Pada akhirnya dominasi 

pemerintah akan televisi akan kembali dan semakin memperkuat polemik 

konglomerasi media 

B. Televisi sebagai Bisnis  

Pertelevisian di Indonesia telah menjadi bagian penting dari industri media, 

mengalami perubahan signifikan akibat teknologi digital dan internet. Meskipun 

demikian, televisi tetap menjadi media paling populer dengan daya tarik tinggi. Televisi 

berorientasi profit dan berperan dalam dunia bisnis melalui iklan. Televisi pemerintah 

bergantung pada dana dari pemerintah, sementara televisi swasta harus beradaptasi 

dengan mekanisme pasar dan keinginan audiens. Persaingan di antara TV swasta dapat 

mengarah pada konglomerasi media, dan kegagalan untuk beradaptasi dapat 

menyebabkan kebangkrutan.  
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Konglomerasi media berusaha menguasai pasar pertelevisian untuk 

mengendalikan informasi dan mengurangi persaingan demi keuntungan. Meskipun 

informasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas, muncul kekhawatiran tentang 

keberagaman konten dan bias yang lebih mengedepankan kepentingan pemilik daripada 

publik. Hal ini mengganggu fungsi televisi sebagai pers yang bebas. 

C. Peran Televisi Sebagai Media Informasi Masyarakat 

Televisi berperan sebagai media informasi, menjadi perantara antara pemberi 

informasi dan penerima. Berbeda dengan media lain, televisi memiliki kekhususan dan 

esensi sendiri.
69

 Media, termasuk televisi, dapat memberikan dampak positif dan negatif 

di masyarakat.
70

. Televisi memiliki daya tarik sendiri di tengah masyarakat dengan 

potensi dampak yang bisa muncul.
71

 

Televisi memiliki sistem pengawasan dari Kemenkominfo dan KPI untuk 

mengatur frekuensi dan konten siaran.
72

 Melalui Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran, televisi berperan penting sebagai sumber informasi, 

pengetahuan, hiburan, dan pendidikan bagi masyarakat modern.
73

 Dengan peranannya 

sebagai media informasi, televisi memainkan fungsi pokok, memiliki pengaruh yang 

besar, menghadapi tantangan, dan berperan dalam masa depan informasi masyarakat. 

Fungsi utama televisi sebagai media informasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

1. Fungsi pelaporan  

2. Fungsi pendidikan  

3. Fungsi sosialisasi  

4. Fungsi hiburan  
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Adapun pengaruh media sebagai media informasi terhadap masyarakat dalam 

berbagai aspek; Pertama, pengaruh positif pada akses informasi, televisi menyediakan 

akses informasi yang luas dan cepat, sehingga masyarakat selalu update dengan berita 

dan peristiwa terkini.
74

 Kedua, pengaruh negatif di dalam distorsi informasi, maksudnya 

bahwa terdapat risiko penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias yang dapat 

menyesatkan pemirsa. Hal ini bisa terjadi karena pemberitaan yang tidak akurat, 

kurangnya verifikasi fakta, atau adanya agenda tersembunyi dari media tertentu.
75

 

D. Kajian regulasi dan model Izin dalam UU 32 tahun 2002 Tentang Penyiran  

Tabel 2. 1. Tataran izin Peyiaran dalam UU 32/2002 dan UU Cipta Kerja 

Pasal UU 32/2002 UU Cipta Kerja 

Pasal 

33 

(1) Sebelum menyelenggarakan 

kegiatannya lembaga penyiaran 

wajib memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran.  

(2) Pemohon izin wajib mencantumkan 

nama, visi, misi, dan format siaran 

yang akan diselenggarakan serta 

memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini.  

(3) Pemberian izin penyelenggaraan 

penyiaran sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) berdasarkan minat, 

kepentingan dan kenyamanan publik.  

(4) Izin dan perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran diberikan 

oleh negara setelah memperoleh:  

a. masukan dan hasil evaluasi 

dengar pendapat antara pemohon 

dan KPI;  

b. rekomendasi kelayakan 

penyelenggaraan penyiaran dari 

KPI;  

c. hasil kesepakatan dalam forum 

rapat bersama yang diadakan 

khusus untuk perizinan antara 

(1) Penyelenggaraan Penyiaran dapat 

diselenggarakan setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat.  

(2) Lembaga Penyiaran wajib 

membayar biaya Perizinan 

Berusaha sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berdasarkan 

zona/daerah penyelenggaraan 

Penyiaran yang ditetapkan dengan 

parameter tingkat ekonomi setiap 

zona/daerah.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur 

dalam Peraturan Pemerintah dengan 

cakupan wilayah siaran 

penyelenggaraan Penyiaran dapat 

meliputi seluruh Indonesia. 
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KPI dan Pemerintah; dan  

d. izin alokasi dan penggunaan 

spektrum frekuensi radio oleh 

Pemerintah atas usul KPI.  

(5) Atas dasar hasil kesepakatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(4) huruf c, secara administratif izin 

penyelenggaraan penyiaran diberikan 

oleh Negara melalui KPI.  

(6) Izin penyelenggaraan dan 

perpanjangan izin penyelenggaraan 

penyiaran wajib diterbitkan paling 

lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah ada kesepakatan dari forum 

rapat bersama sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) huruf c.  

(7) Lembaga penyiaran wajib membayar 

izin penyelenggaraan penyiaran 

melalui kas negara.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara dan persyaratan perizinan 

penyelenggaraan penyiaran disusun 

oleh KPI bersama Pemerintah. 

Pasal 

34 

(1) Izin penyelenggaraan penyiaran 

diberikan sebagai berikut:  

a. izin penyelenggaraan penyiaran 

radio diberikan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun;  

b. izin penyelenggaraan penyiaran 

televisi diberikan untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) tahun. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) huruf a dan huruf b masing-

masing dapat diperpanjang.  

(3) Sebelum memperoleh izin tetap 

penyelenggaraan penyiaran, lembaga 

penyiaran radio wajib melalui masa 

uji coba siaran paling lama 6 (enam) 

bulan dan untuk lembaga penyiaran 

televisi wajib melalui masa uji coba 

siaran paling lama 1 (satu) tahun.  

(4) Izin penyelenggaraan penyiaran 

dilarang dipindahtangankan kepada 

pihak lain.  

(5) Izin penyelenggaraan penyiaran 

dicabut karena:  

Dihapus 
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a. tidak lulus masa uji coba siaran 

yang telah ditetapkan;  

b. melanggar penggunaan spektrum 

frekuensi radio dan/atau wilayah 

jangkauan siaran yang 

ditetapkan;  

c. tidak melakukan kegiatan siaran 

lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa 

pemberitahuan kepada KPI;  

d. dipindahtangankan kepada pihak 

lain;  

e. melanggar ketentuan rencana 

dasar teknik penyiaran dan 

persyaratan teknis perangkat 

penyiaran; atau  

f. melanggar ketentuan mengenai 

standar program siaran setelah 

adanya putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum 

tetap.  

(6) Izin penyelenggaraan penyiaran 

dinyatakan berakhir karena habis 

masa izin dan tidak diperpanjang 

kembali. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021, terdapat sejumlah 

pengaturan yang menggantikan ketentuan dalam Pasal 34 UU No. 32 Tahun 2002. 

Misalnya, mengenai masa berlaku Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), yang kini 

seragam berdurasi 10 tahun untuk radio dan televisi, dan dapat diperpanjang. Namun, 

ketentuan mengenai masa uji coba siaran yang sebelumnya diatur dalam Pasal 34 ayat (3) 

tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini. Sebaliknya, Pasal 70 menetapkan bahwa 

sebelum mendapatkan IPP, pelaku usaha harus mengajukan uji laik operasi penyiaran, 

dengan prosedur rinci diatur dalam Permenkominfo. 

Selain itu, tidak ditemukan pengaturan pengganti untuk larangan pemindahan 

tangan IPP yang dihapus melalui UU Cipta Kerja. Penelusuran terhadap Peraturan 

Pemerintah dan Permen Kominfo tidak menghasilkan ketentuan yang dimaksud. 

Mengenai pencabutan IPP, yang diatur dalam Pasal 34 ayat (5) UU sebelumnya, saat ini 

dilakukan terhadap Perizinan Berusaha sesuai Peraturan Pemerintah, dengan rincian 
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diatur dalam Pasal 88-101 Permen Kominfo. Ini menunjukkan adanya pergeseran fokus 

dari pengaturan yang lebih ketat pada IPP ke proses perizinan yang lebih umum. 

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran melalui UU Cipta Kerja, KPI dan Pemerintah berselisih mengenai kewenangan 

perizinan penyiaran. Terjadi permohonan sengketa kewenangan dari KPI kepada 

Mahkamah Konstitusi terhadap Pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan 

Informatika. Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan sengketa tersebut dengan 

Putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006. Sebelumnya, KPI telah menyatakan keberatan 

terhadap perizinan penyiaran yang hanya menjadi kewenangan Pemerintah. Ketua KPI 

pada tahun 2005 menyoal penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 33 UU 32/2002, yang 

dianggap KPI melanggar Makna Pasal 33 itu sendiri. Bahkan, KPI sempat mengajukan 

judicial review terhadap peraturan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan UU 

32/2002. 

Dalam perkara tersebut, sepanjang terkait perizinan, Pemerintah menyatakan 

bahwa Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran 

dimaksudkan untuk menyelenggarakan pemberian izin yang transparan, terbuka, dan 

tidak diskriminatif. Adapun amar putusan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya tidak 

mengabulkan permohonan Pemohon terkait pasal-pasal yang mengatur perizinan di 

dalam UU 32/2002. Namun demikian, nampaknya dengan adanya perubahan terhadap 

UU 32/2002 melalui UU Cipta Kerja yang menghapus sebagian Pasal 33 dan seluruh 

Pasal 34 menjadikan polemik kewenangan yang terdapat dalam sengketa kewenangan 

KPI dan Pemerintah ini tidak lagi relevan.  

Kajian mengenai pengembangan Undang-Undang penyiaran di Indonesia 

memiliki peranan penting dalam bidang akademik dan sumber ilmiah. Hal ini juga 

memberikan informasi berharga bagi negara tersebut serta sumber perbandingan bagi 

negara lain. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 mengatur siaran melalui 

berbagai sarana transmisi dan menggunakan spektrum frekuensi radio untuk memastikan 

siaran diterima oleh masyarakat. Periode sebelum dan setelah disahkannya Undang-

Undang tersebut mempengaruhi perkembangan penyiaran di Indonesia. Penyiaran harus 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, dengan asas manfaat, adil, dan merata, serta tujuan memperkuat integrasi nasional 
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dan memajukan kesejahteraan umum. Kontribusi ini penting dalam pembangunan 

masyarakat yang mandiri, adil, dan sejahtera, serta dalam pertumbuhan industri penyiaran 

Indonesia. 

Penyiaran sebagai media massa memiliki fungsi sebagai media informasi, 

pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, dan perekat sosial. Selain itu, penyiaran 

juga memiliki fungsi ekonomi dan kebudayaan. Proses keabsahan Undang-Undang 

Penyiaran sempat kontroversial karena tidak ditandatangani oleh Presiden Megawati 

Soekarnoputri awalnya. Namun akhirnya berlaku berdasarkan Hak Inisiatif DPR RI. 

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengubah dunia penyiaran menjadi lebih demokratis 

dan memecah cengkeraman sekelompok pemodal. Demokratisasi penyiaran memberikan 

kewenangan lebih besar kepada publik untuk mengawasi lembaga penyiaran, 

meningkatkan moralitas, nilai-nilai agama, persatuan bangsa, kesadaran hukum, disiplin 

nasional, serta lingkungan hidup. Selain itu, tujuannya adalah mencegah monopoli, 

mendukung persaingan sehat, meningkatkan perekonomian rakyat, pemerataan, dan daya 

saing bangsa dalam globalisasi, serta memajukan kebudayaan nasional. 

Data dari Depkominfo dan KPI menunjukkan bahwa penyiaran di Indonesia 

mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek. Perubahan ini mencakup 

kemajuan teknologi yang digunakan oleh lembaga penyiaran, serta perubahan dalam hal 

kekuasaan di bidang penyiaran, yang kini melibatkan kekuasaan ekonomi dan rencana 

dari lembaga penyiaran seperti radio dan televisi. Namun demikian terkait sanksi, P3SPS 

yang dianggap tidak memberikan efek jera terhadap pelanggar standar penyiaran.
76

 Salah 

satu penyebab tidak timbulnya efek jera disinyalir adalah karena, berdasarkan rational 

choice theory, keuntungan yang dihasilkan oleh industri pertelevisian lebih besar daripada 

cost yang akan ditanggung dari sanksi yang diberikan.
77

 Oleh karenanya, berdasarkan 

temuan tersebut, diusulkan adanya penguatan KPI dengan cara meningkatkan kekerasan 

sanksi dan memperkuat posisi tawar rating yang dikeluarkan oleh KPI.  
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E. Regulasi dan model izin alam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja  

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 33 dan 34 UU 

32/2002 telah mengalami revisi. Pasal 33 yang semula terdiri dari 8 ayat kini hanya 

terdiri dari 3 ayat setelah berlakunya Pasal 72 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. 

Sementara itu, Pasal 34 UU 32/2002 yang semula berisi 6 ayat, dihapus secara 

keseluruhan setelah berlakunya Pasal 72 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini 

penting karena kedua pasal tersebut mengatur mengenai perizinan dan kewenangan 

lembaga yang memberikan izin siaran. Pasal-pasal ini juga telah melahirkan dua putusan 

Mahkamah Konstitusi terkait sengketa kewenangan lembaga negara. Meskipun demikian, 

dalam putusan terkait KPI, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan KPI terkait 

kewenangan pemberian IPP. Pasal 33 UU Penyiaran saat ini mengatur bahwa perizinan 

usaha diatur oleh Peraturan Pemerintah setelah direvisi melalui Pasal 72 angka 3 Undang-

Undang Cipta Kerja. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 memutuskan bahwa Pasal 

33 ayat (4) dan ayat (8) serta Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f bertentangan dengan UUD 

1945. Pemohon menilai Pasal 34 ayat (5) huruf a, e, dan f memberikan kekuasaan 

berlebihan kepada KPI dalam mencabut IPP, merusak tatanan ketatanegaraan. Pasal ini 

juga dinilai mengembalikan pola Orde Baru dengan memberikan kekuasaan besar kepada 

Departemen Penerangan. Meskipun Mahkamah Konstitusi tidak mencabut Pasal 34, pasal 

lain yang dimohonkan dibatalkan. Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, Pasal 

34 UU 32/2002 dihapus. Penyederhanaan terkait perizinan penyiaran dalam Undang-

Undang Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan apakah sengketa kewenangan lembaga 

negara telah berakhir. Pasal 33 ayat (3) UU 32/2002 menetapkan bahwa pemerintah 

berwenang memberikan izin penyiaran, dengan KPI tidak terlibat dalam proses tersebut. 

Pengalihan kewenangan pencabutan izin saat ini diserahkan sepenuhnya kepada 

Pemerintah setelah pembatalan Pasal 34 UU 32/2002. 

Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi permohonan pengujian terkait pasal-

pasal penyiaran dengan nomor 9/PUU-XIX/2021. Meski demikian, permohonan tersebut 

ditarik kembali sesuai Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XIX/2021. Hal ini 

mencerminkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat menimbulkan masalah dalam 

tata kelola penyiaran. 
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Pemohon dalam kasus tersebut adalah Herman Dambea, Komisaris PT. Radio Al-

Adha di Gorontalo. Dia mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 33 Undang-

Undang Cipta Kerja terhadap Pasal-pasal di UUD 1945. Pemohon berpendapat bahwa 

perubahan nomenklatur izin dapat menimbulkan perlakuan berbeda terhadap Lembaga 

Penyiaran Swasta (LPS). Pemohon menginginkan pengelolaan penyiaran yang 

independen dan berkontribusi pada kemakmuran rakyat. 

Pemohon juga mengkritik bahwa Pasal 33 Undang-Undang Cipta Kerja dapat 

memudahkan perpindahan kepemilikan LPS tanpa perlu pengalihan Izin Penyiaran (IPP). 

Selain itu, Pemohon menilai bahwa penentuan izin Lembaga Penyiaran yang hanya diatur 

oleh Pemerintah dapat disalahgunakan. Pemohon menambahkan bahwa kewenangan KPI 

masih diperlukan untuk demokratisasi penyiaran.Meskipun Pemohon menarik kembali 

permohonan, hal ini menunjukkan kritik terhadap aturan penyiaran dalam Undang-

Undang Cipta Kerja. Penekanan pada pemusatan kewenangan kepada Pemerintah dapat 

merugikan demokratisasi penyiaran yang seharusnya mementingkan 'keragaman konten' 

dan 'keragaman kepemilikan'. 

Undang-Undang Cipta Kerja dianggap telah mengubah orientasi penyiaran dari 

demokratisasi ke kebijakan politik pasar, yang menguntungkan monopoli dan 

memperbesar intervensi negara, menafikan kepentingan publik. Pelemahan peran KPI 

setelah UU Cipta Kerja membutuhkan revisi UU 32/2002, namun hal ini belum terwujud 

hingga tahun 2022. Adanya 6 pasal yang diubah oleh UU Cipta Kerja menuntut 

perubahan dalam regulasi penyiaran. Prioritas revisi UU 32/2002 mencakup 

mengakomodasi penyiaran berbasis internet, reformasi lembaga penyiaran publik, dan 

memperkuat KPI sebagai regulator independen. Terdapat pertentangan antara UU 

32/2002 dan UU Cipta Kerja karena paradigma yang berbeda, dengan UU 32/2002 

menekankan kepentingan publik sedangkan UU Cipta Kerja lebih berfokus pada 

kepentingan ekonomi. Perbedaan ini berdampak pada keberagaman isi, kepentingan 

publik, pelemahan KPI, dan kurangnya keterlibatan publik dalam penyiaran. 

Pada saat ini prosedur perizinan menggunakan Peraturan Menteri Kominfo 

Nomor 28 Tahun 2008. Mengenai perebutan kewenangan antar lembaga tersebut, bahwa 

lemahnya wewenang KPI atas lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia adalah Peraturan 

Pemerintah yang dijadikan landasan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta 
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tidak adanya kepastian mengenai siapakah yang berhak memutuskan perkara sengketa 

antara lembaga negara, baik yang sama-sama dibentuk oleh Undang-Undang Dasar, atau 

Undang-Undang dengan UUD. Setiap Lembaga Penyiaran wajib terlebih dahulu 

memiliki izin penyelenggaraan kegiatan penyiaran sebelum melakukan aktivitas 

penyiaran sebagaimana ditegaskan. Sebelum izin diberikan perlunya pemeriksaan 

peluang untuk penyelenggaraan oleh Menkominfo untuk melihat informasi tentang 

wilayah layanan siaran, jangka waktu pengajuan permohonan dan jumlah kanal informasi 

tersedia. 

F. Analisa Perizinan Dari Pluralis Ke Elit   

Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 memperkenalkan konsep kekuatan 

pluralistik dalam regulasi penyiaran di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan 

Informatika bertanggung jawab untuk menerbitkan lisensi penyiaran, sedangkan Komisi 

Penyiaran Indonesia memastikan kepatuhan terhadap standar etika. Namun, terdapat 

konflik kewenangan antara KPI dan pemerintah, yang mengakibatkan perubahan dalam 

regulasi penyiaran setelah Undang-Undang Cipta Kerja. 

Undang-undang tersebut menghapus peran KPI dalam proses perizinan penyiaran 

dan membuat segala bentuk perizinan berada di bawah pemerintah melalui sistem OSS. 

Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan investasi, namun menyebabkan masyarakat dan 

KPI tidak lagi terlibat dalam proses perizinan. Ini berpotensi merugikan masyarakat 

dalam mendapatkan konten yang sesuai kebutuhan mereka. Perubahan ini juga 

berdampak pada pembatasan kebebasan media dan kontrol yang lebih besar dari 

pemerintah maupun elit terhadap regulator penyiaran di Indonesia. Keputusan perizinan 

tidak lagi melibatkan input dari masyarakat dan KPI, yang berpotensi menghilangkan 

aspek keadilan dan kemakmuran masyarakat dari proses tersebut.  

Dengan demikian, perubahan dalam regulasi perizinan penyiaran pasca Undang-

Undang Cipta Kerja telah membatasi peran KPI dan masyarakat dalam proses perizinan, 

mengarahkan kekuasaan perizinan lebih kepada pemerintah dan kelompok elit, dan 

meningkatkan kendala untuk penegakan keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat 

dalam mendapatkan konten yang bermanfaat. Kemudian, wawancara dengan anggota 

KPID Papua dan KPI juga menyoroti kehilangan keterlibatan masyarakat dalam proses 

perizinan setelah diberlakukannya sistem OSS. Dengan demikian, perubahan ini 
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menimbulkan kekhawatiran mengenai pemenuhan keadilan dan kebutuhan masyarakat 

dalam proses perizinan penyiaran di Indonesia. 

 Selanjutnya, keputusan perizinan yang diambil tanpa partisipasi masyarakat dan 

KPI juga dapat berdampak pada keragaman konten dan keberagaman media di Indonesia. 

Dengan demikian, peran KPI sebagai pengawas isi siaran juga terganggu, karena mereka 

tidak lagi memiliki informasi tentang lembaga penyiaran baru yang harus mereka awasi. 

Secara keseluruhan, perubahan dalam regulasi perizinan penyiaran di Indonesia 

memunculkan kekhawatiran tentang keadilan, kemakmuran masyarakat, dan 

keberagaman konten media. Upaya untuk mempermudah investasi harus seimbang 

dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan kebebasan media, agar sistem 

penyiaran di Indonesia tetap beragam, dinamis, dan berpihak pada kepentingan publik. 

Bagian II: Urgensi reformulasi Izin penyelenggaraan Penyiaran 

Reformulasi adalah penataan ulang yang dilakukan karena ketidaksesuaian.
78

 

terutama dalam pengaturan perizinan penyiaran di Indonesia menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penting untuk menilai keseimbangan antara hak 

dan tanggung jawab dalam izin penyiaran dengan memprioritaskan kejujuran dan kebebasan 

berekspresi bagi individu, penyiar, pemirsa, dan masyarakat. Izin penyiaran harus transparan 

dan akuntabel dalam alokasi serta perbaruan lisensi, serta memiliki mekanisme untuk 

menangani keluhan dan kekhawatiran masyarakat. Tujuan keadilan dalam izin penyiaran 

adalah menciptakan media yang melayani kepentingan publik dan mendukung demokrasi 

yang sehat serta beragam. Kejelasan tentang hak dan kewajiban, sikap demokratis 

pemerintah tanpa monopoli, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat juga diperlukan. 

A. Kejelasan Hak dan Kewajiban  

1. Hak Dalam Perizinan  

Masalah perizinan dalam industri penyiaran sangat penting untuk memastikan 

pelaku usaha beroperasi sesuai hukum dan mencegah monopoli. Izin adalah legalitas 

yang mengatur kegiatan usaha dan melindungi hak asasi manusia dalam penyiaran. 
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Izin ini juga terkait dengan penggunaan spektrum frekuensi dan orbit satelit, yang 

diatur dalam UU No. 32 Tahun 2003. Negara bertanggung jawab dalam pengelolaan 

spektrum frekuensi sebagai kekayaan nasional untuk kemakmuran masyarakat. Oleh 

karena itu, pelayanan perizinan penyiaran harus diselenggarakan oleh negara untuk 

memenuhi kebutuhan rakyat dan mendorong keberagaman dalam industri. 

Pemerintah mengatur pelayanan publik kepada warga negara melalui UU No. 

25 Tahun 2009. Undang-undang tersebut membentuk instansi penyelenggara 

pelayanan, termasuk lembaga independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

dan Kominfo. Kedua lembaga tersebut bertugas mengatur regulasi penyiaran, 

termasuk perizinan dan layanan, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2002 Tentang 

Penyiaran. Pasal 3 UU No. 25 memastikan batasan hak, kewajiban, tanggung jawab, 

dan kewenangan dalam penyiaran. Regulasi penyiaran harus dilakukan dengan 

bertanggung jawab dan berdasarkan hukum untuk menjaga kebebasan menyuarakan 

pendapat. Adapun fokus dari hak asasi dalam pelayanan perizinan penyiaran dapat 

berdasarkan Permen Kominfo Tentang Penyelenggaraan Penyiaran: 

a. pengajuan Permohonan  

b. pemeriksaan berkas 

c. rekomendasi dan kepastian hukum  

d. hak uji coba siaran dan pembangunan infrastruktur  

e. jangka waktu dan perpanjangan perizinan  

2. Kewajiban Dalam Perizinan  

Tabel 3. 1. Kewajiban Dalam Prosedur Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

Ayat 
Pasal 33 UU No. 32/2002 

tentang Penyiaran 
UU NO. 6/2023 tentang Cipta Kerja 

1 

Sebelum menyelenggarakan 

kegiatannya lembaga penyiaran 

wajib memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran 

Penyelenggaraan penyiaran dapat 

diselenggarakan setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah 

Pusat 

2 

wajib mencantumkan nama, visi, 

misi, dan format siaran yang 

akan 

diselenggarakan serta memenuhi 

persyaratan sesuai dengan 

ketentuan 

Lembaga penyiaran wajib membayar 

biaya Perizinan Berusaha 

penyelenggaraan penyiaran dari 

persentase pendapatan 

penyelenggaraan penyiaran 
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3 

Izin wajib berdasarkan minat, 

kepentingan dan kenyamanan 

publik 

 

4 

Izin dan perpanjangan wajib 

memenuhi 

a. masukan dan hasil 

evaluasi dengar pendapat 

antara pemohon dan 

KPI; 

b. rekomendasi kelayakan 

penyelenggaraan 

penyiaran dari KPI; 

c. hasil kesepakatan dalam 

forum rapat bersama 

yang diadakan khusus 

untuk perizinan antara 

KPI dan Pemerintah; dan 

d. izin alokasi dan 

penggunaan spektrum 

frekuensi radio oleh 

Pemerintah atas usul KPI 

 

5 

administratif izin 

penyelenggaraan penyiaran 

diberikan oleh Negara melalui 

KPI. 

 

6 

Izin penyelenggaraan dan 

perpanjangan izin 

penyelenggaraan penyiaran 

wajib 

diterbitkan paling lambat 30 

(tiga puluh) hari kerja setelah 

ada kesepakatan dari forum 

rapat bersama 

 

7 

Lembaga penyiaran wajib 

membayar izin penyelenggaraan 

penyiaran melalui kas negara 

 

Lembaga penyiaran harus membayar biaya izin penyelenggaraan siaran 

melalui kas negara. Tabel di atas menunjukkan perbedaan kewajiban dalam prosedur 

izin penyelenggaraan siaran. UU No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mengubah 

prosedur UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Meskipun perbedaan prosedur ini 

tidak melanggar konstitusi, namun dapat menimbulkan isu keadilan. Polémik terjadi 

terutama pada ayat ke-4 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang dihapus 

dalam UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Hal ini mengakibatkan beberapa 
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pelanggaran, terutama dalam keseimbangan hak dan kewajiban yang melibatkan 

masyarakat dalam proses perizinan. 

B. Demokratisasi Pemerintah  

1. Kedudukan pemerintah sebagai regulator perizinan penyelenggaraan 

penyiaran 

Dalam konteks Indonesia, penggulingan rezim otoriter melalui reformasi 

menjadi momen krusial untuk mendefinisikan ulang peran negara dalam pengaturan 

sistem penyiaran. Pada era Orde Baru, negara, melalui pemerintah, mengontrol 

media untuk kepentingan elit penguasa, seperti menjadikan TVRI sebagai alat 

propaganda. Era reformasi membawa tuntutan partisipasi masyarakat yang lebih 

besar, termasuk dalam pengawasan penyiaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang 

Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang membentuk Komisi Penyiaran Indonesia 

(KPI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) sebagai badan independen.
79

. 

Namun, dominasi kekuasaan pemerintah masih terasa, mencerminkan praktik 

monopoli yang sudah ada sejak Orde Baru. Menurut O'Donnell dan Schmitter, 

transisi menuju demokrasi selalu diwarnai benturan kepentingan antara kelompok 

pendukung reformasi dan kelompok status quo. Persaingan ini bertujuan menentukan 

aturan politik kekuasaan, di mana setiap pihak berusaha mempertahankan 

kepentingan politik mereka. Untuk menjaga aturan politik yang berlandaskan prinsip 

demokrasi Pancasila dan UUD 1945, masyarakat dan organisasi sipil perlu bertindak. 

Regulasi penyiaran di Indonesia telah ada sejak 1934 dalam masa Kolonial Belanda, 

diikuti dengan Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 1970 yang mendefinisikan hak 

dan kewajiban radio siaran non-pemerintah. 

Seiring dengan perkembangan zaman, hukum penyiaran di Indonesia 

mengalami perubahan signifikan. Di era Orde Baru, peraturan PP No.55 Tahun 1970 

dianggap usang, sehingga dibentuklah Badan Pertimbangan dan Pengendalian 

Penyiaran Nasional (BP3N) berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 1997 tentang 

Penyiaran. Namun, pasca-reformasi, masyarakat menolak pengawasan ketat terhadap 
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media oleh pemerintah, mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran. UU ini menjadi fondasi bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 

yang diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan penyiaran. 

UU Penyiaran pertama, yakni UU No. 24 Tahun 1997, muncul karena 

kebutuhan akan regulasi yang mengatur penyiaran amid perkembangan pesat radio 

dan TV, terutama TV swasta sejak 1989. Sebelumnya, media penyiaran diatur oleh 

UU No. 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi dan kemudian diubah oleh UU No. 3 

Tahun 1989, yang menghasilkan berbagai regulasi melalui Peraturan Pemerintah dan 

Surat Keputusan Menteri Penerangan untuk radio dan TV. 

UU Penyiaran pertama disahkan pada 18 September 1997, mencerminkan 

kekuatan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Proses 

pembentukan UU ini terdiri dari dua putaran, di mana inisiatif awal dimulai pada 4 

Maret 1996 ketika RUU disampaikan ke DPR. Namun, setelah penolakan Presiden 

untuk menandatangani, RUU kembali ke DPR untuk ―penyempurnaan.‖ Pembahasan 

kedua ini terkesan formalitas karena didominasi oleh masukan pemerintah, 

menunjukkan ketidakpuasan anggota DPR terhadap proses tersebut. Untuk 

memahami dinamika ini, perlu dilihat keputusan Mahkamah Konstitusi terkait UU 

Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang menguji konstitusionalitasnya berdasarkan 

UUD 1945. 

Sejak diberlakukannya UU Penyiaran tahun 2002 dalam perjalanan 17 

tahunnya (2002-2019), berbagai kebijakan dan upaya pemulihan kedaulatan 

penyiaran bukan berada di tangan PKI melainkan mengembalikannya ke tangan 

pemerintah. Pada tahun 2005, pemerintah mengeluarkan tujuh paket PP yang ditolak 

oleh KPI pada periode pertama, dan kemudian sejumlah upaya KPI bisa dikatakan 

gagal dan selanjutnya tanpa bisa ditahan, pemerintah mengeluarkan serangkaian 

kebijakan yang makin menunjukkan kokohnya kewenangannya dan posisinya dalam 

penyiaran. 

Upaya pengembalian kewenangan pemerintah sebagai regulator utama dalam 

penyiaran terlihat dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan usulan DPR. Dari 

tahun 2014 hingga 2019, DPR mengusulkan revisi UU Penyiaran yang 

mempersempit kewenangan KPI dan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada 
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pemerintah. RUU terbaru, yang diajukan pada 3 Oktober 2017, menegaskan bahwa 

pemerintah memiliki otoritas luas dalam mengatur siaran, termasuk dalam rencana 

induk penyiaran, kebijakan sistem penyiaran nasional, pemetaan frekuensi, dan izin 

penyiaran. Hal ini menunjukkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah tentang 

posisi regulator utama penyiaran.
80

. 

Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai badan pengatur 

independen awalnya mendapat kritik karena dianggap inkonstitusional dan 

berpotensi mengancam demokrasi. Dalam konteks negara demokrasi, lembaga 

independen seharusnya dapat berfungsi sebagai "checks and balances" untuk 

mengendalikan intervensi politik dan melindungi kepentingan publik. KPI, yang 

diakui secara konstitusional, berperan dalam pengelolaan spektrum sebagai sumber 

daya publik. 

Berdasarkan UU Penyiaran, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo) memegang kekuasaan utama sebagai regulator penyiaran, memiliki 

otoritas dalam memberikan izin frekuensi dan penyiaran, sementara KPI lebih 

berfokus pada pemantauan dan rekomendasi isi siaran. Meskipun UU Penyiaran 

memberikan wewenang yang signifikan kepada KPI untuk untuk melindungi 

kepentingan publik.
81

 Perselisihan dan keputusan Mahkamah Konstitusi 

menyebabkan kekuasaan tetap lebih dominan pada pemerintah. Kondisi penyiaran di 

Indonesia ini menciptakan dualisme kekuasaan (dwi praja), namun pelaksanaannya 

cenderung terpusat pada kelompok tertentu (elit) di mana pemerintah, berdasarkan 

UU Cipta Kerja, menjadi pemegang kekuasaan dalam perizinan, sedangkan KPI 

terkesan terpinggirkan. 

2. Mencegah Monopoli Pemerintah pemberian Izin 

Kata "monopoli" menggambarkan kondisi di mana sekelompok orang 

menguasai minimal sepertiga hasil dari pengadaan barang tertentu, memungkinkan 

mereka mengendalikan harga.
82

. Monopoli juga berarti perusahaan menjadi satu-
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satunya penyedia barang dan jasa tanpa pengganti dekat. Dalam ekonomi Islam, 

monopoli dikaitkan dengan praktik sewenang-wenang, di mana seseorang menimbun 

barang selama kelangkaan untuk menaikkan harga. Oleh karena itu, monopoli 

dianggap tindakan buruk yang merugikan masyarakat dan dilarang secara hukum, 

baik konvensional maupun agama, mengingat sifat serakahnya. 

Dalam konteks perizinan penyiaran, monopoli berarti satu entitas atau 

kelompok yang mendominasi proses perizinan, menciptakan persaingan tidak sehat 

dan merugikan kepentingan umum 
83

 Praktik ini menghalangi akses entitas lain untuk 

mendapatkan izin yang sama, berpotensi menghasilkan ketidakadilan dalam industri 

siaran. Hal ini menyebabkan kurangnya keberagaman, di mana hanya sedikit atau 

satu pemain yang memiliki kontrol atas apa yang ditayangkan kepada publik. 

Jhon Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan ketidaksetaraan yang 

tidak merugikan semua pihak, serta harus dijalankan berdasarkan dua prinsip utama. 

Pertama, Prinsip Kebebasan, yang menekankan bahwa setiap individu memiliki 

kebebasan yang setara dalam aspek politik, berpikir, bebas dari tindakan sewenang-

wenang, dan hak atas kekayaan. Kedua, Prinsip Ketidaksamaan, yang mengatur 

perbedaan sosial dan ekonomi untuk memberikan manfaat kepada semua individu.
84

 

Saat ini, situasi ketidakadilan muncul dalam proses perizinan, di mana pemerintah 

sebagai regulator tunggal mengurangi keberagaman di industri penyiaran, terutama 

dengan hilangnya hak partisipasi publik akibat penghapusan pasal 34 UU 32 Tahun 

2002 tentang Penyiaran. 

Tabel 3. 2. Faktor munculnya monopoli izin 

Indikator munculnya monopoli Faktor munculnya monopoli 

Ketidakjelasan Regulasi 

Kurangnya regulasi yang jelas dan transparan 

dapat menyebabkan perusahaan tertentu 

memanfaatkan celah hukum untuk 

mendominasi pasar. 
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Indikator munculnya monopoli Faktor munculnya monopoli 

Kebijakan Terpusat 

Pemerintah yang cenderung 

mengkonsentrasikan pemberian izin kepada 

beberapa perusahaan saja, mungkin karena 

alasan politik atau ekonomi. 

Lobbying dan Pengaruh Politik 

Perusahaan besar mungkin menggunakan 

pengaruh politik dan lobbying untuk 

mendapatkan izin yang lebih mudah 

dibandingkan dengan perusahaan kecil atau 

baru. 

Frekuensi Terbatas 

Frekuensi penyiaran merupakan sumber daya 

terbatas yang harus dikelola secara hati-hati. 

Jika satu atau beberapa entitas menguasai 

sebagian besar frekuensi, ini bisa menciptakan 

monopoli. 

Investasi Awal yang Tinggi 

Biaya untuk memulai dan menjalankan stasiun 

penyiaran biasanya sangat tinggi, yang bisa 

menjadi penghalang bagi perusahaan kecil atau 

baru untuk masuk ke pasar. 

Kurangnya Akses Informasi 

pihak yang tidak memiliki akses informasi 

yang sama mungkin akan kesulitan untuk 

bersaing mendapatkan izin penyiaran. 

Transparansi dalam Pemberian 

Izin 

Proses pemberian izin yang tidak transparan 

dapat menyebabkan ketidakadilan, di mana 

hanya perusahaan tertentu yang memiliki 

informasi atau jaringan yang cukup untuk 

mendapatkan izin. 

Penggabungan dan Akuisisi 

Ketika perusahaan-perusahaan besar terus 

menggabungkan atau mengakuisisi perusahaan 

lain, ini bisa menciptakan struktur pasar yang 

monopolistik. 
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Indikator munculnya monopoli Faktor munculnya monopoli 

Dominasi Pasar 

Perusahaan besar yang sudah memiliki pangsa 

pasar besar bisa lebih mudah mendapatkan izin 

tambahan, memperkuat dominasi mereka dan 

menghalangi masuknya pesaing baru. 

Kurangnya Pengawasan dan 

Penegakan Hukum 

Jika badan pengawas tidak menjalankan 

tugasnya dengan baik dalam mengatur dan 

mengawasi pemberian izin, ini bisa membuka 

jalan bagi praktik-praktik monopoli. 

Ketergantungan Pada Pihak 

Tertentu 

Badan pengawas yang terlalu bergantung pada 

masukan atau pengaruh dari perusahaan besar 

dapat mengabaikan kepentingan umum. 

Keuntungan Ekonomi 

Monopoli dapat memberikan keuntungan 

ekonomi yang besar bagi perusahaan yang 

memegangnya, yang dapat mendorong 

perusahaan tersebut untuk mencari cara-cara 

untuk mempertahankan atau memperluas 

kontrol mereka. 

Efisiensi Operasional 

Beberapa argumen untuk konsolidasi dan 

dominasi pasar adalah bahwa perusahaan besar 

bisa lebih efisien dalam skala operasional, 

meskipun ini sering kali mengabaikan efek 

negatif dari kurangnya persaingan. 

Dampak yang timbul akibat dari monopoli dalam pemberian izin dapat 

menimbulkan berbagai dampak negatif yang mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, ekonomi, dan kebudayaan, seperti:  

a. Membatasi keberagaman konten  

b. Berpengaruh pada opini publik  

c. Kesenjangan informasi  

d. Tidak adanya pesaing mengakibatkan kualitas penyiaran menurun  
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e. Perubahan harga secara tidak wajar sehingga menyebabkan ketidakadilan 

bagi layanan penyiaran baik iklan maupun bagi konsumen  

f. Menghambat masuknya pendatang baru  

g. Keputusan lebih dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik  

Solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah monopoli dalam pemberian 

izin penyelenggaraan penyiaran antara lain: 

a. Penguatan regulasi  

b. Transparansi dalam pemberian izin  

c. Pengawasan yang efektif  

d. Pemberian izin berbasis kepentingan publik  

C. Jaminan Kebutuhan Masyarakat 

1. Jaminan konten sehat  

Tabel 3. 3. Kriteria Siaran Televisi 

No Kriteria Pasal Tafsiran Penulis 

1 

Penghormatan Terhadap 

Nilai-Nilai Kesukuan, 

Agama, Ras, Dan 

Antargolongan 

6 

Penyiaran wajib menghormati dan 

tidak melecehkan perbedaan sosial 

kultural, ekonomi dan biologis 

masyarakat baik secara individu 

maupun kelompok 

7 

Penyiaran materi agama tidak 

mengandung unsur serangan, hinaan, 

pelecehan, perbandingan agama 

(narasumber tidak kompeten) dan 

menyajikan alasan perpindahan 

agama.  

8 

Siaran yang menampilkan keunikan 

budaya tertentu yang dapat 

menimbulkan ketidaknyamanan wajib 

disensor atau tidak dinarasikan secara 

detail   

2 

Penghormatan Terhadap 

Norma Kesopanan Dan 

Kesusilaan 

9 

Penyiaran harus berhati-hati dan 

menjunjung nilai-nilai kesopanan 

serta kesusilaan  

3 
Penghormatan Terhadap 

Etika Profesi  
10 

Wajib menghormati etika profesi yang 

diakui oleh Undang-Undang ketika 

ditampilkan  
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No Kriteria Pasal Tafsiran Penulis 

4 
Perlindungan 

Kepentingan Publik  
11 

Siaran dimanfaatkan untuk 

kepentingan publik bukan untuk 

kepentingan pribadi dan dilarang 

menampilkan penyedia jasa kesehatan 

yang tidak mendapat izin dari pihak 

yang berwenang 

5 
Penghormatan Terhadap 

Hak Privasi 

13 

Konten siaran harus menghargai hak 

privasi khususnya kehidupan pribadi 

kecuali untuk kepentingan negara dan 

hukum  

14 

Penyairan masalah pribadi tidak boleh 

menimbulkan hal-hal seperti: merusak 

reputasi, memperburuk keadaan, 

mengungkapkan aib, menimbulkan 

trauma dan dampak buruk bagi 

keluarga, tidak sesuai dengan fakta. 

Tidak menjadikan sebagai bahan 

tertawaan dan ajang menghakimi.  

6 

Perlindungan Kepada 

Anak 

(Perlindungan Anak-

Anak Dan Remaja) 

15 

Program siaran harus memperhatikan 

dan melindungi kepentingan anak-

anak dan remaja dimana tampilan 

tidak bermuatan asusila, wajah anak-

anak disamarkan, dan program siaran 

langsung yang melibatkan anak-anak 

dilarang disiarkan melewati pukul 

21.30 waktu setempat 

Perlindungan Kepada 

Anak 

(Program Siaran Tentang 

Lingkungan Pendidikan) 

16 

Program siaran tidak boleh 

melecehkan, menghina dan 

merendahkan lembaga pendidikan. 

Tidak menampilkan perilaku yang 

tidak sesuai dengan etika di lembaga 

pendidikan seperti cara berpakaian 

yang tidak sesuai, menampilkan 

kegiatan konsumsi rokok, NAPZA, 

minuman alkohol, judi serta berkata 

kasar  

7 

Perlindungan Kepada 

Orang Dan Masyarakat 

Tertentu  

17 

Muatan siaran tidak boleh bermuatan 

yang melecehkan kelompok tertentu, 

seperti pekerjaan, orientasi seks, usia, 

kondisi fisik, penyakit, dan kejiwaan 

8 

Pelarangan Dan 

Pembatasan Seksualitas 

(Pelarangan Adegan 

Seksual) 

18 

Program siaran dilarang menampilkan 

seperti: aktivitas seks (ciuman bibir 

atau yang mengesankan, suara dan 

percakapan yang menggambarkan 
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No Kriteria Pasal Tafsiran Penulis 

aktivitas seksual), adegan telanjang, 

kekerasan seksual, dan kata-kata 

cabul.  

Pelarangan dan 

Pembatasan Seksualitas 

(Seks di Luar Nikah, 

Praktek Aborsi, dan 

Pemerkosaan Pasal) 

19 

Program siaran dilarang memuat 

pembenaran terkait: hubungan seks di 

luar nikah, aborsi akibat hubungan 

seks di luar nikah, dan memuat 

pembenaran terkait pemerkosaan 

ataupun penggambarannya 

Pelarangan dan 

Pembatasan Seksualitas 

(Muatan Seks dalam Lagu 

dan Klip Video) 

20 

Program siaran tidak boleh 

mengandung lagu, video klip, musik, 

judul, lirik yang bermuatan cabul dan 

memandang perempuan sebagai objek 

seks. Tidak boleh menggunakan anak-

anak dan remaja sebagai model video 

klip dengan berpakaian tidak sopan 

dengan bergaya dan menonjolkan 

bagian tubuh atau gerakan tertentu 

dengan pemaknaan daya tarik seksual 

Pelarangan dan 

Pembatasan Seksualitas 

(Perilaku Seks) 

21 

Tidak menampilkan dan memberikan 

stigma terhadap orientasi seks dan 

pekerja seks komersial.  

Pelarangan dan 

Pembatasan Seksualitas 

(Program Bincang-

Bincang Seks) 

22 

Pembahasan tentang seks wajib 

dengan bahasa yang santun, berhati-

hati dan ilmiah serta didampingi oleh 

praktisi baik untuk pendidikan  

9 

Pelarangan dan 

Pembatasan Kekerasan 

(Pelarangan Adegan 

Kekerasan) 

23 

Program yang menampilkan adegan 

kekerasan dilarang menampilkan 

secara detail, bagian tubuh manusia 

yang berdarah atau terpotong, 

tindakan sadis (kepada manusia dan 

hewan), adegan memakan hewan 

dengan cara tidak lazim.  

Pelarangan dan 

Pembatasan Kekerasan 

(Ungkapan Kasar dan 

Makian Pasal) 

24 

Program siaran dilarang menampilkan 

ungkapan kasar dan makian (verbal 

maupun nonverbal) baik dalam bahasa 

Indonesia, daerah dan asing 

Pelarangan dan 

Pembatasan Kekerasan 

(Pembatasan Program 

Bermuatan Kekerasan) 

25 

Program siaran yang memuat adegan 

kekerasan ditanyakan pada kalsifikasi 

D pukul 22.00-03.00 

10 

Pelarangan dan 

Pembatasan Materi Siaran 

Rokok, NAPZA, dan 

26 

Dilarang membenarkan 

penyalahgunaan rokok, NAPZA, 

alkohol. Dilarang menampilkan cara 
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No Kriteria Pasal Tafsiran Penulis 

Minuman Beralkohol 

(Pelarangan Rokok, 

Napza, dan Minuman 

Beralkohol dalam 

Program Siaran) 

pembuatan dan penggunaan NAPZA, 

dilarang menampilkan anak dan 

remaja yang merokok atau minum 

alkohol  

Materi Siaran Rokok, 

NAPZA, dan Minuman 

Beralkohol (Pembatasan 

Rokok, NAPZA, dan 

Minuman Beralkohol 

Dalam Program Siaran) 

27 

Program siaran dapat menyiarkan 

penyalahgunaan NAPZA secara 

terbatas guna pencegahan, edukasi 

dan rehabilitasi.  

konsumsi rokok dan alkohol hanya 

ditujukan para program dewasa  dan 

wajib ditampilkan sebagai perilaku 

negatif 

11 

Pelarangan dan 

Pembatasan Muatan 

Perjudian  

(Pelarangan Perjudian 

dalam Program Siaran) 

28 

Dilarang membenarkan perjudian, 

menampilkan cara, jenis, alat judi 

secara detail. Program siaran dilarang 

menampilkan anak-anak dan remaja 

bermain judi, dan program siaran 

dilarang dijadikan sebagai sarana judi. 

Pelarangan dan 

Pembatasan Muatan 

Perjudian 

 (Pembatasan Perjudian 

dalam Program Siara) 

29 

Siaran perjudian dapat ditampilkan 

secara terbatas dan tidak detail guna 

keperluan edukasi, pencegahan dan 

rehabilitasi.  

Perjudian ditampilkan khusus pada 

tayangan dewasa dan wajib 

ditampilkan sebagai sesuatu yang 

negatif  

12 

Pelarangan dan 

Pembatasan Program 

Siaran Bermuatan Mistik, 

Horor, dan Supranatural 

(Pelarangan Program 

Siaran Mistik, Horor, dan 

Supranatural) 

 

30 

Program siaran dilarang 

menampilkan: mayat bangkit dari 

kubur, dikerubungi hewan, 

mayat/siluman/hantu yang berdarah 

dan pancaindera yang tidak lengkap.  

Program siaran tidak boleh 

menampilkan orang sakti yang 

memakan sesuatu yang tidak lazim 

seperti paku, batu, binatang ataupun 

tanah.  

Program siaran dilarang menampilkan 

aktivitas memotong anggota tubuh 

ataupun menusukkan sesuatu ke 

tubuh.  

Program diklasifikasikan D dan 

tayang pukul 22.00 -03.00 

31 Harus memuat pernyataan rekayasa  
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No Kriteria Pasal Tafsiran Penulis 

Pelarangan dan 

Pembatasan Program 

Siaran Bermuatan Mistik, 

Horor, dan Supranatural 

(Pembatasan Program 

Siaran Mistik, Horor, dan 

Supranatural Pasal) 

32 

Program siaran yang menampilkan 

muatan mistik diklasifikasikan D dan 

boleh tayang pukul 22.00-03.00 

Dari berbagai jenis muatan penyiaran di atas, dapat dilihat bahwa semua 

kontennya telah diatur dengan baik. Akan tetapi dibalik itu, kemunculan berbagai siaran 

tidak menjamin aturan tersebut ditaati, bahkan kesannya banyak siaran televisi yang 

kurang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
85

 Untuk melihat kualitas 

siaran televisi yang ada di Indonesia dapat dilihat dari Hasil Indeks Kualitas Program 

Siaran TV (IKPSTV) tahun 2023 yang dikeluarkan oleh KPI dalam tahap I
86

 dan II
87

.  

Tabel 3. 4. IKPSTV 2023 Periode I dan II 

No Kategori 

Indeks Kualitas Program Siaran TV 2023 

(standar 3.00) 

Tahap I Tahap II 

1 Infotainment 2.80 2,82 

2 Sinetron 2,78 2,40 

3 Berita  3,38 3,22 

4 Talk show 3.43 3,19 

5 Variety 3.18 3,32 

7 Anak 3.14 3,26 

8 Religi 3,66 3,61 

9 Wisata Budaya 3,05 3,13 

Dari tabel di atas didapati berbagai indeks kualitas program TV di Indonesia, 

yang menduduki posisi paling rendah adalah sinetron dengan indeks 2,78 turun ke 

2,40. Namun lucunya, program TV satu ini adalah yang paling banyak tayang di jam 
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prime time yakni sekitar 21%.
88

  Disamping itu terkadang sinetron menampilkan 

berbagai adegan kekerasan, dan tidak melindungi kepentingan anak-anak.
89

 

Melihat kondisi tersebut, KPI sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan 

UU No. 32 tahun 2002. Hendaknya sikap konsisten dengan tupoksi yang dimiliki 

untuk mengawasi konten siaran, memastikan hak masyarakat atas ketersediaan siaran 

sehat yang informatif dan menegakkan aturan secara konsisten yang selama ini 

menjadi dambaan masyarakat.  Namun sayangnya, keberadaan KPI tidak menjamin 

program televisi menampilkan tayangan berkualitas dan sesuai dengan regulasi. 

Ditambah lagi dalam UU No. 6 tahun 2023 peran KPI dikerdilkan dan tidak lagi 

menjadi regulator. 

Reformulasi izin penyiaran merupakan langkah penting untuk memastikan 

bahwa konten yang disiarkan telah melalui proses verifikasi dan validasi yang 

cermat. Hal ini tidak hanya menjamin keakuratan informasi yang disebarluaskan 

tetapi juga melindungi masyarakat dari segala potensi kerugian yang mungkin timbul 

dari konten palsu atau menyesatkan. Selain itu, perumusan ulang izin ini 

memberdayakan pemerintah untuk secara efektif mengawasi dan mengendalikan 

konten yang disiarkan, sehingga meminimalkan potensi dampak negatif yang 

mungkin timbul dari materi yang tidak pantas atau menyinggung.  

Aktualisasi Pancasila sebagai dasar hukum akan melahirkan ketentuan-

ketentuan yang akan mewujudkan nilai-nilai dari sila ke dua ― Kemanusiaan yang 

adil dan beradab‖ dan sila ke lima ―keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖ 

fungsi dari kedua sila tersebut adalah pengakuan terhadap hak warga negara untuk 

menentukan kehidupan mereka sendiri dalam hal ini bagaimana masyarakat 

mendapatkan peran dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap informasi 

yang mereka dapatkan dari siaran televisi hingga pada akhirnya keberadaan 

masyarakat benar-benar mendapat perhatian dari lembaga penyiaran.  
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Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, pemerintah dapat menjaga 

industri penyiaran yang bertanggung jawab dan akuntabel serta mengutamakan 

kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. 

2. Kebutuhan akan Regulator Independen  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran mengatur Komisi 

Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang independen, baik di pusat 

maupun di daerah, untuk mewakili peran serta masyarakat dalam bidang penyiaran. 

Pasal 1 angka 13 menyebutkan bahwa keberadaan KPI merupakan cerminan dari 

pengaturan yang diatur dalam undang-undang ini. Konsep independensi ini tidak 

terlepas dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di mana terbentuknya 

lembaga negara independen mendapat dukungan kuat dari masyarakat. Pengalaman 

tata kelola penyiaran yang sentralistis sebelum amandemen juga menjadi salah satu 

alasan penting untuk pembentukan KPI. Selain itu, menurut Zainal Arifin Mochtar, 

ada empat faktor pendorong yang melatarbelakangi keberadaan KPI, yaitu: (1) daulat 

publik dalam ranah penyiaran, (2) kontrol terhadap pengaturan penyiaran yang 

sentralistik oleh pemerintah, (3) diversifikasi isi dan pemilik lembaga penyiaran, 

serta (4) desentralisasi untuk mengembangkan media penyiaran di daerah. 

Pendapat lain menyatakan bahwa independensi KPI merupakan konsekuensi 

logis dari diberikannya kewenangan yang bersifat quasi peradilan kepada KPI.
90

 

Merujuk pada beberapa kewenangan KPI yang berwenang untuk mengawasi dan 

memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan terkait penyiaran, maka dalam 

melakukan penegakan hukumnya KPI harus independen. Lahirnya Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan revolusi 

regulasi untuk mengatur dan mengendalikan penyiaran nasional. Misi perubahan 

yang terjadi adalah dalam rangka meningkatkan kualitas dan peran penyiaran 

nasional dalam membangun kebangsaan Indonesia yang bertanggung jawab. Seiring 

dengan meningkatkan peluang sekaligus terhadap perkembangan era globalisasi dan 

digitalisasi teknologi.
91
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Penilaian independensi KPI dilakukan dengan membandingkan UU 32/2022 

dan beberapa indikator yang diusulkan oleh Zainal Arifin Mochtar.
92

 Indikator 

tersebut meliputi: KPI tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan, pemilihan 

melalui seleksi, peraturan yang mendasari pemilihan, keanggotaan yang dekat 

dengan rakyat, kepemimpinan kolektif, bukan lembaga utama, kemampuan 

mengeluarkan aturan sendiri, dan dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-

undang.
93

 

Selanjutnya indikator ‗Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang 

ada‘ menjadi inti pembahasan tentang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai 

lembaga negara independen. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‗independen‘ 

berarti berdiri sendiri dan merdeka serta bebas.
94

 Dengan demikian, KPI harus 

berfungsi sebagai lembaga negara yang bebas dari keterikatan pada cabang 

kekuasaan yang lain. Pasal 7 ayat (4) UU 32/2002 mengatur bahwa KPI diawasi oleh 

DPR atau DPRD dalam menjalankan tugasnya. Hal ini memastikan anggota KPI 

dapat diminta pertanggungjawaban oleh masyarakat melalui lembaga perwakilan 

rakyat. Namun, dalam struktur KPI, Sekretaris KPI bertanggung jawab kepada KPI 

dan juga kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pasal 

42 ayat (2) PKPI Kelembagaan KPI menyatakan bahwa pertanggungjawaban 

Sekretaris kepada KPI bersifat fungsional, sementara pertanggungjawaban 

administratif ditujukan kepada Kementerian. Pertanyaan yang muncul adalah apakah 

dualitas pertanggungjawaban ini dapat mengurangi kemandirian KPI sebagai 

lembaga yang tidak terikat pada cabang kekuasaan. Penelitian empiris yang 

komprehensif diperlukan untuk menjawab hal ini. 
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Bagian III: Desain reformulasi regulasi izin penyiaran  

A. Peran Negara dalam Penyelenggaraan penyiaran  

Warisan penting demokratisasi penyiaran pasca 1998 di Indonesia adalah 

penguatan hak publik atas tata kelola media yang tercermin pada tiga aspek: Pertama, 

kehadiran lembaga regulator independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia. Kedua, 

sistem penyiaran yang berformat lokal dan jaringan, bukan siaran berskala nasional. 

Ketiga, keberadaan lembaga penyiaran publik dan komunitas yang kuat dan profesional.  

Perubahan signifikan terjadi dalam penjaminan ketiga aspek antara UU Penyiaran 

No. 32/2002 dan UU Cipta Kerja. Dalam UU No. 32, terdapat dua regulator penyiaran, 

yaitu Pemerintah dan KPI, dengan posisi yang seimbang. Namun, dalam UU Cipta Kerja, 

pemerintah menjadi regulator tunggal, sementara posisi KPI hanya sebagai 'regulator 

penggembira' tanpa hak review perizinan. Pelaku penyiaran yang mengajukan izin hanya 

perlu menyatakan kesanggupan mengikuti P3SPS, dan istilah izin beralih dari 

penyelenggaraan menjadi izin usaha, menciptakan reduksi makna penyiaran sebagai 

entitas bisnis, bukan sebagai entitas sosial. 

Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan kegiatan penyiaran diatur dalam 

Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2020: Pasal 69 Untuk memberikan kemudahan bagi 

masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan 

kemudahan persyaratan investasi dari sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, 

Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa 

ketentuan yang diatur dalam: 

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5065) 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor I54, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3881) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252).  
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Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) yang diubah pada Undang-undang 

Nomor 11 Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 16:  

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 

ayat (21) huruf b adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial 

berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya 

menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi.  

(2) Warga negara asing dapat menjadi pengurus Lembaga Penyiaran 

Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk bidang 

keuangan dan bidang teknik. 

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 25: 

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 ayat (2) huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan 

hukum Indonesia yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa 

penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin 

penyelenggaraan penyiaran berlangganan. 

(2) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) memancar luaskan atau menyalurkan materi siarannya secara 

khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau 

media informasi lainnya. 

3. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 33  

(1) Penyelenggaraan penyiaran dapat diselenggarakan setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. 

(2) Lembaga penyiaran wajib membayar biaya Perizinan Berusaha 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan zona/daerah 
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penyelenggaraan penyiaran yang ditetapkan dengan parameter tingkat 

ekonomi setiap zona/daerah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah dengan 

cakupan wilayah siaran penyelenggaraan penyiaran dapat meliputi 

seluruh Indonesia. 

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki izin penyelenggaraan 

penyiaran sebelum melaksanakan aktivitas. Untuk itu terdapat beberapa tahapan yang 

harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut. Namun, sebelum melakukan proses 

perizinan, harus diperiksa terlebih dahulu apakah terdapat peluang untuk 

menyelenggarakan lembaga penyiaran. Untuk mengetahui peluang tersebut, adalah 

kewajiban Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mengumumkan secara terbuka 

untuk media cetak dan/atau elektronik peluang penyelenggaraan penyiaran LPS dan LPB 

melalui teresterial secara periodic setiap 5 (lima) tahun sekali untuk jasa penyiaran radio 

dan 10 (sepuluh) tahun sekali untuk jasa penyiaran televisi. Peluang penyelenggaraan 

penyiaran dapat dibuka di luar periode tersebut berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi 

atau perkembangan teknologi, serta ketersediaan kanal spektrum frekuensi. 

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga yang bersifat independen yang 

ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2002 sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.
95

 

Kementerian adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu 

dalam pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang 

disingkat KemKominfo RI adalah kementerian yang dalam Pemerintahan Indonesia yang 

membidangi urusan Komunikasi dan Informatika. Dua lembaga Negara inilah yang 

membidangi dan mengurus perihal penyiaran dalam hal pemberian izin penyelenggaraan 

penyiaran.  

Sengketa kewenangan antara lembaga yang diberikan oleh Undang-Undang tidak 

termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Ini mengakibatkan 

permohonan KPI untuk pemeriksaan perkara tidak dapat diterima karena MK dinyatakan 

tidak berwenang. Prosedur perizinan saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
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Kominfo Nomor 28 Tahun 2008. Kelemahan wewenang KPI dalam pengawasan lembaga 

penyiaran di Indonesia disebabkan oleh Peraturan Pemerintah yang digunakan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika serta tidak adanya kepastian mengenai pihak 

yang berhak memutuskan sengketa antara lembaga negara. Posisi KPI sebagai lembaga 

negara bantu menjadi bahan perdebatan karena konsep ini belum sepenuhnya diterima. 

Banyak ahli berpendapat bahwa lembaga negara bantu seharusnya melekat pada fungsi 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, KPI berfungsi membantu 

kementerian komunikasi dan informasi, dan anggaran yang diterima KPI berasal dari 

APBN yang terkait dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) memiliki kedudukan yang unik dalam struktur 

kekuasaan di Indonesia, terpisah dari trio pemisahan kekuasaan dalam trias politica. 

Sebagai lembaga negara independen, KPI seharusnya tidak terikat oleh kekuasaan 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Namun, dengan fokus pada pengawasan isi siaran, 

KPI berfungsi sebagai mitra Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupaya 

menciptakan sinergi dalam penyelenggaraan kegiatan penyiaran. Penguatan KPI 

merupakan langkah penting dari pembentuk kebijakan untuk melindungi masyarakat 

terkait dengan kegiatan penyiaran. Dalam konteks tersebut, penting untuk melakukan 

pembenahan di berbagai sektor dalam KPI guna menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Friedman membagi upaya penguatan KPI menjadi tiga kategori: peraturan, kelembagaan, 

dan pelaksanaan perundang-undangan. Perubahan undang-undang penyiaran diperlukan 

untuk memperjelas struktur kelembagaan, mempertegas fungsi dan kewenangan KPI, 

serta menetapkan produk hukum yang dapat dihasilkan. Pengkhususan bidang pekerjaan 

KPI bertujuan untuk memastikan lembaga ini dapat menjalankan tugasnya secara 

maksimal tanpa terpengaruh oleh tanggung jawab lain. 

Untuk itu, perlunya dipertegas bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai 

kedudukan tersendiri di luar dari ketiga pemisahan kekuasaan yang ada dalam konsep 

Trias Politica. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga independen seharusnya 

berada di luar dari kekuasaan tersebut. dibuat pengaturan yang mengatur mengenai 

Komisi Penyiaran Indonesia secara komprehensif agar dalam melakukan tugas, fungsi 

dan kewenangannya dalam mengatur mengenai penyiaran di Indonesia dapat 

dilaksanakan secara maksimal. 
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B. Profesionalisme Lembaga Penyiaran 

Untuk membuka jalan bagi penyelenggaraan penyiaran dan menanamkan 

profesionalisme dalam lembaga penyiaran, langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-Undang ini 

menjadi landasan bagi pengaturan kegiatan penyiaran di negara Indonesia, dan 

pemutakhirannya sangat penting untuk mengikuti perkembangan industri penyiaran. 

Dengan merevisi Undang-Undang ini, dapat mengatasi masalah-masalah seperti 

persyaratan perizinan, pengaturan konten, dan perlindungan kebebasan berekspresi dalam 

penyiaran. 

1. Revisi UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran  

Dalam revisi UU 32 Tahun 2002 Tantang Penyiaran, tujuan yang hendak di 

capai adalah Pertama, menempatkan posisi netralisme pemerintah, langkah yang 

ditempuh adalah menempatkan KPI sebagai lembaga negara mengingat KPI 

pendanaannya bersumber dari APBN atau APBD sesuai dengan tingkatan KPI 

yang menjadi ciri dari sebuah lembaga negara dan didukung oleh sifat independen 

sebagai ciri dari lembaga negara juga dimiliki oleh KPI.   

Selanjutnya melakukan revisi dan sinkronisasi pada regulasi yang ada, 

Sinkronisasi regulasi dalam hal penyiaran akan melahirkan keselarasan peraturan 

perundang-undangan baik yang telah ada maupun yang baru dan akan disusun. 

Dengan harapan regulasi yang ada memberikan kepastian dan jaminan hukum 

yang jelas tanpa adanya unsur tumpang tindih, dan bertentangan. Sebagaimana 

dalam sengketa netralitas pemerintah yang diwakilkan oleh Kominfo dan KPI 

terkait penyelenggaraan penyiaran diakibatkan oleh Undang-Undang itu sendiri. 

Adanya bentrokan dalam Undang-Undang berujung lemahnya wewenang KPI 

atas lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia. Akibatnya KPI sebagai perwakilan 

untuk wadah aspirasi masyarakat tidak diindahkan, dengan kata lain masyarakat 

tidak dilibatkan dalam penyelenggaraan penyiaran 

Kedua, mewujudkan KPI sebagai lembaga independen.  Trauma 

berkepanjangan akibat otoritarianisme di Indonesia memengaruhi pembentukan 

lembaga negara yang setara dan saling mengawasi. Pasca amandemen, lembaga-
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lembaga tersebut, termasuk KPI, bersifat independen dan diakui sebagai 

Independent Regulatory Agencies (IRAs).
96

 Ketidakjelasan makna independen 

berdampak pada kinerja KPI dan memunculkan pertanyaan KPI sebenarnya 

dibentuk untuk urusan penyiaran atau hanya embel-embel dari pemenuhan dari 

kata demokrasi dan kebebasan pers. Melihat KPI dimaknai sebagai lembaga yang 

bercirikan IRAs, hal itu tidaklah keliru karena diantara ciri dari IRAs menurut 

Thatcher adalah dalam pengangkatan pimpinan sering terjadi atau melibatkan 

unsur politisasi.
97

 

Untuk mewujudkan KPI sebagai lembaga yang sepenuhnya independen 

maka dalam hal ini menurut Zainal Arifin Mochtar ciri lembaga independen 

adalah:
98

  

a. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada; 

b. Pemilihannya melalui seleksi; 

c. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang 

mendasari; 

d. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat; 

e. Kepemimpinan kolektif kolegial; 

f. Bukan lembaga negara utama; 

g. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum; 

h. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang 

Berdasarkan ciri yang disampaikan oleh Mochtar, maka langkah untuk 

mewujudkan KPI sebagai lembaga yang sepenuhnya independen adalah: 

Pertama, menghapuskan dominasi DPR dalam pemilihan anggota maupun 

pemimpin KPI, hal ini bertujuan untuk meminimalisir unsur-unsur politisasi. 

Solusi pemilihan dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan kepada 

lembaga independen yang terjalin langsung dengan publik untuk membuat panitia 

seleksi yang representatif berimbang dan independen. Selanjutnya hasil seleksi 
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disampaikan ke presiden dan diteruskan ke DPR, selanjutnya DPR menggunakan 

hak setuju atau tidak setuju dengan menyertakan alasan dan pertimbangan. 

Kedua, mandiri dalam menjalankan wewenang, berdasarkan tinjauan 

wewenang KPI sampai saat ini dapat dikatakan masih berbenturan dengan 

Kominfo dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang mengurusi 

penyiaran. Ketiga, Apabila ditelusuri melalui sudut pandang doktrin kewajaran, 

peran KPI hanya sebagai pengemban amanat untuk memastikan penyiaran sesuai 

dengan ketentuan atau etika yang berlaku, bukan sebagai penentu informasi mana 

yang boleh disebarluaskan khususnya dalam konteks isu kontroversial. 

2. Menyusun izin penyelenggaraan penyiaran yang berkeadilan  

Izin Penyelenggaraan Penyiaran terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu Izin 

Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran (IPP Prinsip) dan Izin Tetap Penyelenggaraan 

Penyiaran (IPP Tetap), Terhadap kedua jenis izin tersebut, pemerintah telah 

menetapkan besaran biaya izin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 

2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. 

KPI memiliki kewenangan dalam hal Perizinan Penyiaran yang mana, KPI 

melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program siaran dan Menteri 

melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknik 

penyiaran. KPI dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan program 

dirasakan oleh penyelenggara negara apabila dalam pelaksanaan perundang-

undangan yang sederajat satu sama lain atau pertentangan dari sisi hirarki 

peraturan perundang-undangan. 

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyelarasan dan 

penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang 

mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar 

substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, 

saling melengkapi, saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka 

semakin detail dan operasional materi muatannya. 
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Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan 

landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian 

hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan 

efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua 

cara, yaitu: 

a. Sinkronisasi Vertikal dilakukan dengan melihat apakah suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak 

saling bertentangan antara satu dengan yang lain. 

b. Sinkronisasi Horizontal dilakukan dengan melihat pada berbagai 

peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang 

sama atau terkait 

Dengan demikian, secara ideal seharusnya regulasi yang diterbitkan 

pemerintah berkenaan dengan kebijakan digitalisasi televisi harus berorientasi 

kepada kepentingan public (public interest), regulasi ini juga harus mencerminkan 

upaya pemerintah untuk menempatkan kepentingan publik jauh diatas 

kepentingan pasar. Belajar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa, 

bahwa menurut Undang-Undang, yang berhak mendapatkan izin lisensi dalam 

penyiaran komersial dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk melayani 

kepentingan publik. Dengan demikian, kita harus memastikan bahwa otoritas 

publik mengambil peran penting dalam pengembangan televisi Digital untuk 

kepentingan public secara keseluruhan. 

Untuk menciptakan izin penyiaran yang berkeadilan maka semestinya regulasi 

izin penyiaran dikembalikan ke awal yakni UU No. 32 tahun 2002. Alasan kenapa 

perlu dikembalikan ke awal karena di dalam rangkaian proses keluarnya izin, 

terdapat partisipasi langsung dri berbagai elemen masyarakat, misalnya seperti 

memberikan rekomendasi isi siaran ataupun memberikan evaluasi terkait jam-jam 

siaran program tertentu. Dan ini hanya terjadi di tahapan evaluasi dengar 

pendapat. 

Namun demikian, era konvergensi media menyebabkan lalu lintas informasi 

menjadi sangat cepat sehingga simpang siur dan sulit dikendalikan. Integrasi 

antara media konvensional dan internet ini tidak saja mengalami pergeseran 
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secara teknologis, tetapi juga melahirkan konsep baru dalam komunikasi massa. 

Permasalahan ini penting dan krusial karena frekuensi adalah kekayaan alam yang 

seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, seperti yang 

diamanatkan konstitusi. Inilah yang menjadi tantangan KPI sebagai lembaga 

regulasi penyiaran. KPI harus meninjau kembali UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

Penyiaran. 

3. Regulasi Penyiaran Yang Berbasis Internet Over the Top (OTT) 

Penyelenggaraan layanan OTT menimbulkan sejumlah persoalan, antara lain 

ancaman bagi pengguna dan ketegangan antara otoritas lembaga negara. Persoalan 

lainnya adalah multitafsir larangan konten yang dapat membatasi hak masyarakat 

untuk mengakses konten yang beragam. Sebagai contoh Pada tahun 2020 telah 

digelar sidang di Mahkamah Konstitusi gugatan UU No. 32 Tahun 2002 tentang 

penyiaran khususnya pada pasal 1 angka 2. Hal ini terjadi karena tidak adanya 

kepastian hukum terkait layanan penyiaran   OTT.
99

 Akan tetapi gugatan itu di 

tolak karena layanan over the top tidaklah termasuk ke dalam definisi penyiaran 

dalam pasal 1 angka 2 UU 32. Untuk itu diperlukan regulasi yang spesifik seperti 

halnya penyiaran dengan spektrum frekuensi radio. 

Di sisi lain ketika berbicara pengawasan penyiaran, Komisi Penyiaran 

Indonesia (KPI) akan selalu disinggung. Iswandi selaku mantan ketua KPI 

mengatakan bahwa pengawasan dan pengaturan terkait OTT sangat diperlukan 

dan membutuhkan lembaga yang melaksanakannya. Maka dalam hal ini KPI 

sebagai pihak yang diperlukan untuk mengatur hal tersebut mengingat KPI 

memiliki instrumen pengawasan penyiaran berdasar UU. 32 tahun 2002.
100

 

Namun faktanya KPI hanya berwewenang pada pengertian penyiaran yang ada di 
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dalam UU No. 32 tahun 2002 sementara penyiaran over the top (OTT) tidaklah 

termasuk dalamnya. 

Berbagai persoalan dan multitafsir dari penyiaran OTT perlu dijawab melalui 

regulasi yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan penyiaran yang 

berkeadilan. Maka ditawarkan lah beberapa langkah: 

a. Revisi definisi penyiaran dalam UU 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. 

Hal ini diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam ruang 

lingkup penyiaran agar tidak terjadi kesalahan atau multitafsir. 

b. Pembentukan lembaga khusus yang secara khusus bertugas mengawasi 

layanan OTT di Indonesia. Lembaga ini akan bertanggung jawab untuk 

memantau pelaksanaan layanan OTT, memastikan kepatuhan terhadap 

peraturan, dan menangani setiap masalah yang mungkin timbul. Atau, 

tugas dan kewenangan untuk memantau layanan OTT dapat diberikan 

kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dengan peraturan yang jelas 

untuk memandu tindakan mereka. 

c. Dalam OTT belum ada regulasi yang mengatur sumber pendanaan, 

iklan, dan PNBP.  Untuk itu penting menyusun regulasi baru yang 

mengatur dan memperjelas batas, hak dan kewajiban serta sanksi 

pelanggaran antara penyiaran spektrum frekuensi radio dan OTT. Hal 

ini akan membantu melindungi konsumen, mempromosikan persaingan 

yang adil, dan memastikan bahwa layanan OTT beroperasi secara 

bertanggung jawab dan transparan. 

C. Desain Reformulasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang Berkeadilan 

Tabel 4.  1. Desain Refurmuliasi Izin Penyiaran yang Berkeadilan 

Pasal  UU No. 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  

UU No. 6 Tahun 

2023 Tentang 

Cipta Kerja  

Reformulasi 

Pasal 

1 

ayat 

2  

Penyiaran adalah 

kegiatan pemancarluasan 

siaran melalui sarana 

pemancaran dan/atau 

sarana transmisi di darat, 

di laut atau di antariksa 

- Penyiaran adalah 

kegiatan pemancarluasan 

siaran melalui sarana 

pemancaran dan/atau 

sarana transmisi di darat, 

di laut atau di antariksa 
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Pasal  UU No. 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  

UU No. 6 Tahun 

2023 Tentang 

Cipta Kerja  

Reformulasi 

dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio 

melalui udara, kabel, 

dan/atau media lainnya 

untuk dapat diterima 

secara serentak dan 

bersamaan oleh 

masyarakat dengan 

perangkat penerima 

siaran 

dengan menggunakan 

spektrum frekuensi radio 

melalui udara, kabel, 

media internet 

dan/atau sistem 

elektronik untuk dapat 

diterima secara serentak 

dan bersamaan ataupun 

tidak oleh masyarakat 

dengan perangkat 

penerima siaran dan 

media elektronik 

Pasal 

9  

(3) Masa jabatan ketua, 

wakil ketua dan anggota 

KPI Pusat dan KPI 

Daerah 3 (tiga) tahun dan 

dapat dipilih kembali 

hanya untuk 1 (satu) kali 

masa jabatan berikutnya. 

- (3) Masa jabatan ketua, 

wakil ketua dan anggota 

KPI Pusat dan KPI 

Daerah 5 (lima) tahun 
dan dapat dipilih 

kembali hanya untuk 1 

(satu) kali masa jabatan 

berikutnya. 

Pasal 

33  

(1)Sebelum 

menyelenggarakan 

kegiatannya lembaga 

penyiaran wajib 

memperoleh izin 

penyelenggaraan 

penyiaran.  

(1) 

Penyelenggaraan 

penyiaran dapat 

diselenggarakan 

setelah memenuhi 

Perizinan Berusaha 

dari Pemerintah 

Pusat; 

(1) Penyelenggaraan 

Penyiaran dapat 

dilaksanakan setelah 

mendapatkan Izin Usaha 

Penyiaran yang 

diberikan oleh Negara 

melalui KPI 

(2) Pemohon izin wajib 

mencantumkan nama, 

visi, misi, dan format 

siaran yang akan 

diselenggarakan serta 

memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan 

undang undang ini.  

Dihapus  (2) Pemohon izin wajib 

mencantumkan nama, 

visi, misi, dan format 

siaran yang akan 

diselenggarakan serta 

memenuhi persyaratan 

sesuai dengan ketentuan 

undang undang ini.  

(3) Pemberian izin 

penyelenggaraan 

penyiaran sebagaimana 

dimaksud dalam ayat  

(1) berdasarkan minat, 

kepentingan dan 

kenyamanan publik.  

Dihapus  (3) Pemberian izin 

penyiaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada, 

kepentingan, saran dan 

kenyamanan masyarakat. 
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Pasal  UU No. 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  

UU No. 6 Tahun 

2023 Tentang 

Cipta Kerja  

Reformulasi 

(4) Izin dan perpanjangan 

izin penyelenggaraan 

penyiaran diberikan oleh 

negara setelah 

memperoleh:  

a. masukan dan hasil 

evaluasi dengar pendapat 

antara pemohon dan KPI;  

b. rekomendasi 

kelayakan 

penyelenggaraan 

penyiaran dari KPI;  

c. hasil kesepakatan 

dalam forum rapat 

bersama yang diadakan 

khusus untuk perizinan 

antara KPI dan 

Pemerintah; dan  

d. izin alokasi dan 

penggunaan spektrum 

frekuensi radio oleh 

Pemerintah atas usul 

KPI.  

Dihapus  (4) Izin dan 

perpanjangan izin 

penyelenggaraan 

penyiaran diberikan oleh 

negara setelah 

memperoleh:  

a. masukan dan hasil 

evaluasi dengar pendapat 

antara pemohon dan 

KPI;  

b. rekomendasi 

kelayakan 

penyelenggaraan 

penyiaran dari KPI;  

c. hasil kesepakatan 

dalam forum rapat 

bersama yang diadakan 

khusus untuk perizinan 

antara KPI dan 

Pemerintah; dan  

d. izin alokasi dan 

penggunaan spektrum 

frekuensi radio oleh 

Pemerintah atas usul 

KPI. 

(6) Izin penyelenggaraan 

dan perpanjangan izin 

penyelenggaraan 

penyiaran wajib 

diterbitkan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah ada kesepakatan 

dari forum rapat bersama 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) huruf c. 

Dihapus  (6) Izin penyelenggaraan 

dan perpanjangan izin 

penyelenggaraan 

penyiaran wajib 

diterbitkan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah ada kesepakatan 

dari forum rapat bersama 

sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (4) huruf c. 

(7) Lembaga penyiaran 

wajib membayar izin 

penyelenggaraan 

penyiaran melalui kas 

negara.  

 

(2) Lembaga 

penyiaran wajib 

membayar biaya 

Perizinan Berusaha 

penyelenggaraan 

penyiaran dari 

persentase 

pendapatan 

(7) Lembaga penyiaran 

wajib membayar izin 

penyelenggaraan 

penyiaran melalui kas 

negara.  
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Pasal  UU No. 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  

UU No. 6 Tahun 

2023 Tentang 

Cipta Kerja  

Reformulasi 

penyelenggaraan 

penyiaran. 

(8) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara dan 

persyaratan perizinan 

penyelenggaraan 

penyiaran disusun oleh 

KPI bersama Pemerintah. 

(3) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai 

Perizinan Berusaha 

sebagaimana 

dimaksud pada 

ayat (1) diatur 

dengan Peraturan 

Pemerintah. 

(8) Ketentuan lebih 

lanjut mengenai tata cara 

dan persyaratan 

perizinan 

penyelenggaraan 

penyiaran disusun oleh 

KPI bersama 

Pemerintah. 

Pasal 

34  

(1) Izin penyelenggaraan 

penyiaran diberikan 

sebagai berikut:  

a. izin penyelenggaraan 

penyiaran radio diberikan 

untuk jangka waktu 5 

(lima) tahun;  

b. izin penyelenggaraan 

penyiaran televisi 

diberikan untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) 

tahun. 

Dihapus  (1) Izin penyelenggaraan 

penyiaran diberikan 

sebagai berikut:  

a. izin penyelenggaraan 

penyiaran radio 

diberikan untuk jangka 

waktu 5 (lima) tahun;  

b. izin penyelenggaraan 

penyiaran televisi 

diberikan untuk jangka 

waktu 10 (sepuluh) 

tahun. 

 (2) Izin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) 

huruf a dan huruf b 

masing-masing dapat 

diperpanjang. 

Dihapus  Dikembalikan  

 (3) Sebelum memperoleh 

izin tetap 

penyelenggaraan 

penyiaran, lembaga 

penyiaran radio wajib 

melalui masa uji coba 

siaran paling lama 6 

(enam) bulan dan untuk 

lembaga penyiaran 

televisi wajib melalui 

masa uji coba siaran 

paling lama 1 (satu) 

tahun 

Dihapus  Dikembalikan  

 (4) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dilarang 

dipindahtangankan 

Dihapus  Dikembalikan  
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Pasal  UU No. 32 Tahun 2002 

Tentang Penyiaran  

UU No. 6 Tahun 

2023 Tentang 

Cipta Kerja  

Reformulasi 

kepada pihak lain. 

 (5) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dicabut karena:  

a. tidak lulus masa uji 

coba siaran yang telah 

ditetapkan;  

b. melanggar penggunaan 

spektrum frekuensi radio 

dan/atau wilayah 

jangkauan siaran yang 

ditetapkan;  

c. tidak melakukan 

kegiatan siaran lebih dari 

3 (tiga) bulan tanpa 

pemberitahuan kepada 

KPI;  

d. dipindahtangankan 

kepada pihak lain;  

e. melanggar ketentuan 

rencana dasar teknik 

penyiaran dan 

persyaratan teknis 

perangkat penyiaran; atau  

f. melanggar ketentuan 

mengenai standar 

program siaran setelah 

adanya putusan 

pengadilan yang 

memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

Dihapus  Dikembalikan  

 (6) Izin penyelenggaraan 

penyiaran dinyatakan 

berakhir karena habis 

masa izin dan tidak 

diperpanjang kembali. 

Dihapus  Dikembalikan  
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap permasalahan yang telah 

dirumuskan sejak awal penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan 

hal-hal berikut: 

1. Filosofi dasar dari reformasi regulasi izin penyiaran dari Desentralisasi ke Sentralisasi 

merupakan semangat reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah dalam 

menyederhanakan struktur organisasi menjadi fungsional sesuai kompetensi dengan 

melakukan pemangkasan rantai Izin Penyelenggaraan Penyiaran agar lebih efektif dan 

diharapkan bila terbit lebih cepat dan membuka kendala kendala yang menjadi 

penghalang yang membuat dunia usaha sulit berkembang. Efisiensi birokrasi merupakan 

modal utama untuk meningkatkan kepercayaan untuk berinvestasi, akan tetapi dalam 

disisi lain peran serta masyarakat ada yang hilang.  

2. Reformulasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran perlu dilakukan  untuk menghadirkan 

kembali peran partisipasi masyarakat dalam peroses Izin Penyelenggaraan Penyiaran 

baik saat pengajuan Izin ataupun saat pengajuan perpanjangan perizinan yang telah 

dihapus dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, hadirnya peran serta 

masyrakat merupakan bagian dari menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan dan masukan bagi pemerintah  sehingga keberadaan lembaga 

penyiaran tidak menguntungkan pihak pihak tertentu.  

3. Reformulasi  Regulai izin Penyelenggaraan penyiaraan berbasis keadilan yang bisa 

dilakukan adalah dengan memangkas birokrasi perizinan seperti yang telah berlangsung 

sekarang ini, akan tetapi peran serta masyarakat dalam proses perizinan lembaga 

penyiaran di indonesia harus kembali dihadirkan dengan format yang lebih beradaptasi 

dengan dunia tekhnologi saat ini,  disamping penguatan KPI sebagai lembaga 

independen  yang mengatur hal hal mengenai penyiaran seperti yang tercantung dalam 

Pasal 7 UU No. 32 tahun 2022 Tentang Penyiaran harus benar benar direalisasikan. 

Kedepannya keberadaan  KPI benar benar independen sehingga penyelenggaraan 

penyiaran dapat di ambil alih oleh KPI baik dalam menerbitkan ijin /perpanjangan izin 

bahkan mencabut lisensi Lembaga penyiaran. 
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B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian reformulasi perizinan penyiaran pasca UU Cipta Kerja, 

terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kekurangan tersebut 

dapat dijadikan sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.  

Tawaran reformulasi dalam penelitian ini adalah proses perizinan dengan sistem E-

Penyiaran sudah sangat baik karena telah menyingkat waktu menjadi lebih cepat, akan tetapi 

perlu juga memperhatikan serta melibatkan partisipasi publik dalam prosesnya, baik pengajuan 

pertama maupun dalam proses perpanjangan izin. 

Disamping itu perkembangan teknologi dunia penyiaran telah berkembang begitu pesat 

maka sudah saatnya ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam UU 32/2002 harus direvisi, 

disamping itu Peraturan PP No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 

Elektronik berbasis OTT dan penyiaran televisi dengan media digital harus lebih diperjelas. 

Terutama menyangkut hak dan kewajiban serta sanksi pelanggaran antara penyiaran spektrum 

frekuensi radio yang memperhatikan aspek digitalisasi digital Over The Top ( OTT ) yang 

berbasis Internet. 
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